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ABSTRAK

Indonesiatindak dapat dipungkiri menjadi lahan subur maraknya praktik perdagangan
orang. Salah satunya kasus yang terjadi di Medan, yaitu dimana seorang ibu menjual anak
kandungnya yang berusia 19 (sembilan bel as) tahun sebagal pekerjaseks selama7 (tujuh) tahun
lamanya. Perbuatan tersebut hanyadijerat dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dijatuhi hukuman penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah dengan subsidair 3 (tiga) bulan.
Perbuatan tersebut secara hukum materil juga melanggar ketentuan pasal 295 KUHP yang
mana telah melakukan atau menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya,
diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan diperberat dengan
ditambah 1/3 (sepertiga) apabila perbuatan tersebut dijadikan sebagal pencarian atau
kebiasaan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenal Perdagangan Orang Y ang
Dilakukan Oleh Orang Tua  Terhadap  Anaknya  (Andisis Putusan
Nomor:1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn) merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk
mengetahui: (1) pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor:1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn
dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perdagangan orang yang mana dalam putusan tersebut
merupakan ibu kandung dari korban (2) bagaimana hukum Islam mengatur tindak pidana
perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dan dalam penyusunannya
penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Adapun mengena data yang dikumpulkan yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan
mengumpulkan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Sedangkan teknik dalam
menganalisis data yaitu menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lebih
tepat digunakan untuk mendakwa perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pasal
tersebut lebih lengkap cakupannya karena mengatur mengena rangkaian proses tindakan
perekrutan orang dan sudah mencakup eksploitasi seksual yang bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan. Dalam pasal ini juga ancaman pidananya lebih berat yaitu diancam dengan
hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda Rp. 600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 295 ayat (1) KUHP mengatur tentang pencabulan
yang mana ancaman hukumannya paling lama hanya 5 (lima) tahun. Kedua, dalam hukum
Islam pelaku tindak pidana perdagangan orang dikena hukuman ta’zir (hukuman yang bersifat
pengajaran), adapun mengenai pelaksanaan hukumannya diserahkan berdasarkan ijtihad dan
keputusan dari Mgjelis Hakim sesual dengan kejahatan yang dilakukannya.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Trafficking, Hukum Ilam.
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A.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maraknya pemberitaan kasus perdagangan manusia dewasa ini baik melalui
berita elektronik maupun media sosial seakan bukan lagi hal yang asing lagi, bahkan
perdagangan manusiatelah menjadi masal ah nasional dan internasional yang berlarut-
larut, yang mana sampai saat ini belum menemukan titik penyelesaian baik dari
pemerintah setigp negara maupun organisasi internasiona yang menangani
permasal ahan tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang berbatasan langsung
dengan berbaga negara. Perdagangan manusia biasanya dilakukan di daerah
perbatasan dan berkaitan dengan hubungan antar negara. Hal ini tentu seakan menjadi
gerbang semakin maraknya praktik perdagangan manusia mengingat letak geografis
negara Indonesia sangat strategis. Menurut PBB, Indonesia menduduki peringkat ke
2 sebagal negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Korban
perdagangan di Indonesia mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak?.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada
dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu
pasal 297 yang disebutkan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum
dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Secara khusus
perdagangan orang di Indonesia juga diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana pelaku tindak pidana
perdagangan orang diancam dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda
paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pidana paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus
jutarupiah).

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, dalam siaran KPPA Nomor: B-
256/SETMEN/HM.02.04/07/2021 menyatakan bahwa angka kasus perdagangan
orang di Indonesia sgjak tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 62,5% baik
dalam maupun luar negri. Data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Perdagangan
Orang sgak tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan perdagangan orang di Indonesia
mencapal 2.648 jiwa, dengan korban perempuan sebanyak 2.319 dan korban laki-laki
sebanyak 329 jiwa. Laporan KPAI tentang perdagangan anak sejak Januari hingga
April 2021, telah menangani 35 laporan kasus dengan jumlah korban sebanyak 234
orang anak terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Delapan puluh tiga
persen diantaranya merupakan kasus prostitusi anak. Berdasarkan data dari UNICEF,
jumlah korban perdagangan orang balk anak maupun perempuan di Indonesia
mencapa 100.000 jiwa, 30% diantaranya yang dijadikan sebagai pekerja prostitus
adalah anak-anak yang masih dibawah umur (di bawah 18 tahun). Data IOM di
Indonesia menyatakan bahwa di tahun 2020 korban perdagangan orang meningkat
baik dalam lintas negara maupun dalam wilayah negara Indonesia sendiri. Mayoritas
korban berdasarkan data yang diterima oleh IOM adalah perempuan yang
dieksploitasi untuk dijadikan sebagai budak seksual. Catatan KPPA menunjukkan

2| Made Sidia Wedasmara, ‘Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)’, Yustitia, 12.1 (2018).
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angka perdagangan orang mengalami peningkatan, dari 213 kasus pada tahun 2019
menjadi 400 kasus di tahun 20203,

Indonesia tidak dapat dipungkiri menjadi lahan subur maraknya praktik
perdagangan orang, jumlah pertumbuhan penduduk yang pesat namun tidak diiringi
dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi faktor utama untuk mempermudah
para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Minimnyaperlindungan sosia dari
keluarga dan masyarakat serta fenomena putus sekolah menjadi faktor pendorong
perdagangan orang. |ming-iming masa depan yang cerah pascamenjadi pekerjadi luar
negeri menjadi modus yang paling ampuh untuk menipu para korban dan
menjerumuskan mereka ke jurang perbudakan modern®.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang baru-baru ini terjadi
yaitu kasus perdagangan di Medan yang melibatkan ibu dan anaknya. Kasus ini
bermula ketika terdakwa HSN didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari jasa
pelayanan seks pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2021. Terdakwa mengarahkan saksi
Cindy Natasyah alias Cindy, yang tak lain merupakan anak kandung terdakwa, untuk
melayani nafsu lelaki hidung belang di Hotel Red Doorze yang berada di Jalan Dahlia
Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. Kemudian lelaki
tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
sebagal upah jasa pelayanan seks kepada saksi Cindy yang diterima oleh terdakwa.

Islam mengajarkan umat muslim untuk taat dan berbakti kepada orang tua,
begitu banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua kepada anaknya
mulai dari memelihara dan mendidik sgak kecil tanpa mengharapkan balasan
sedikitpun. Oleh karenaitu seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap
orang tua. Hal ini sebagaimanatelah Allah gambarkan dalam QS. Lugman ayat 14 :

A by S of ule § allady pay e bay 4l ale alyy LoYT by
iﬁfﬁi&pa.;ji

“Dan Kami perintahkan manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya;
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu™ (QS. Lugman: 14)

Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam islam. Banyak ayat-ayat
dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa setigp mukmin harus berbuat baik dan
menghormati orang tua. Berbakti kepada orang tua memang merupakan suatu
kewgjiban bagi anak yang harus dilakukan. Beberapa ahli berpendapat tentang
berbakti, salah satunya yaitu menurut pendapat Al-Atsari yang memaknai berbakti
kepada orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan, selama hal
tersebut tidak bermaksiat kepada Allah®.

Firman Allah dalam QS. Lugman ayat 15 :
19y e Lol 8 Logrliogbogales S oo oty &l o e g 83,25 0F (e Sigr 05

Oghens 38" (Sl (Kare Dy F- ) O o o

3 Iskandar and Nursiti, ‘Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia’, Jurnal HAM, 12.3 (2021), him. 386-387

4 Paul Sinlaeloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Malang: Sentara Press, 2017). him. xi

5 Fika Pijaki Nufus and others, ‘Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Lugman (31): 14 Dan Qs. Al —
Isra (17) : 23-24’, Jurnal llmiah Didaktika, 18.1 (2018), 16.
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“Dan jika keduanya memaksamu untuk memper sekutukan dengan Aku sesuatu yang

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali
kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan” (QS. Lugman: 15)

Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk pelanggaran harkat dan
martabat manusia terburuk sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No.21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Adanya hukum sebagai
kaidah sosial bukan berarti semua pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya
diatur oleh hukum sga, tetapi juga diatur oleh agama, kaidah-kaidah susila,
kesopanan, adat kebiasaan, dan kaidah-kaidah lainnya, sebagai masyarakat yang
bermoral dalam masyarakat®.

Hukum pidana isam iaah hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan
mengenai hukum syara’ yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
mana pel akunya akan dikenai hukuman. Persamaan hak di depan hukum untuk semua
umat manusia merupakan salah satu garan pokok dalam isam. Islam menjamin
adanya hak hidup, hak kepemilikan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut
ilmu pendidikan dan bahkan hak kehormatan. Salah satu prinsip yang dijunjung dalam
Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Wujud dari penghargaan terhadap
nilai-nilai kemanusiaan dapat dilihat dalam aturan syariat yang sangat ketat dalam
memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar hak-hak asasi manusia
Pemuliaan Allah Swt terhadap manusia di muka bumi juga ditegaskan baik dalam Al-
guran maupun hadits.

Dalam QS. Al-lsra: 70, Allah telah berfirman :

/////

WJJJ@’MJUMMJWJJJ:"JUH‘JWJ(‘"‘&“;“E
M

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di
daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang
telah Kami ciptakan.” (QS. Al-lsra: 70)

Selain Al Quran, terdapat hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan bagaimana
syariat Ilam memuliakan manusia. Salah satunya adalah hadis dari Abdullah bin
Amru Ra, yang diriwayatkan oleh Imam Baihagi dalam Syuabul Iman:

9@&“”'@3“‘“‘&’““1}“)&\9 dwcwﬂ‘wuﬁa*”‘wu‘
ow.,s&w\”.Ju?&w\‘ﬂjzguuj,.a)y.J.,a.du‘”e;\w\ygmsuep

o }Q.B\ 9 /Mw"' ! E/U ;.C/
Dari Abdullah bin Amru Ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Tiada sesuatu pun
yang lebih mulia bagi Allah Sam dari anak adam” ia berkata, dikatakan kepada
Rasulullah: Wahai rasulullah, “bahkan para malaikat?”. Rasul berkata: “Para
Malaikat digerakan sebagaimana matahari dan bulan.” Hadis ini secara eksplisit
mengungkap alasan lain mengapa manusiadimuliakan, yaitu karenamanusiamemiliki
kemampuan untuk menentukan kemana dan apa yang akan dilakukannya.

6 Chaidir Ali, Filsafat Hukum (Bandung: Memories Book, 1972). him. 5
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Wilayah tujuan Perdagangan Orang dapat dikategorikan menjadi dua yaitu
internal trafficking (dalam negri) dan international trafficking (luar negri). Korban
biasanya berasal dari desa-desa yang kemudian di bawa ke kota besar atau bahkan
perdagangan antar negara yang kemudian nantinya mengalami eksploitasi di luar
negri. Perdagangan Orang dilihat dari korbannya terjadi pada perempuan, anak-anak
(di bawah usia 17 tahun) dan laki-laki’.

Akibat dari perbuatannya terdakwa HSN yang mana telah menjual anak
kandungnya Cindy Natasyah yang berumur 19 (sembilan belas) tahun kepada el aki
hidung belang dan perbuatannya tersebut telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun,
terdakwa dijerat dengan pasa 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Orang dengan pidana hukuman selama4 (empat) tahun
penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan
selama 3 (tiga) bulan. Secarahukum materiil perbuatan terdakwajugatelah melanggar
pasa 295 KUHP yang mana telah melakukan atau menyebabkan dilakukannya
perbuatan cabul oleh anaknya, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama
5 (lima) tahun dan diperberat dengan ditambah 1/3 (sepertiga) apabila perbuatan
tersebut dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan. Namun, dalam perkara tersebut
terdakwa hanya di jerat dengan pasal perdagangan orang sgja.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk
menganalisis dan mengkaji lebih dalam Putusan Nomor:1451/Pid.sus/2021/PN. Mdn
tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. yang dilakukan oleh orang tua terhadap
anaknya, bagaimana hukum islam mengatur mengenal tindak pidana tersebut, oleh
karena itu judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “TINJAUAN HUKUM
ISLAM MENGENAI PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (Analiss Putusan Nomor:
1451/Pid.Sus/ 2021/PN Mdn).

B. Rumusan Masalah
a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perdagangan orang
yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam putusan Nomor
1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn ?
b. Bagamanatinjauan hukum islam terhadap tindak pidana perdagangan orang yang
dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya ?

C. Tujuan dan Manfaat
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana
perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana
perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya

Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini yaitu antara lain
sebagal berikut :

a. Secara akademis bagi pendliti untuk menyelesaikan studi strata 1 (S.1) dalam
bidang Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang.

b. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang baru dan
mendaam mengenai tindak pidana perdagangan orang dan berbagai
permasal ahannya.

7 Kedari Umi Kulsum, ‘Data Dan Fakta Perdagangan Orang Di Indonesia’, Kompas, 2021.
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C. Secara praktis hasil pendlitian ini dapat membawa manfaat dan sumbangan
pemikiran dalam menangani kasustindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
memanglah bukan yang pertamakali dalam pembahasan ini. Namun setiap penelitian
pasti memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan metode dan hasil yang
didapatkan. Meskipun tema yang diambil sama, namun pasti ada perbedaan
pembahasan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Adapun beberapa
penelitian skripsi dan jurnal yang penulis temukan antaralain :

Skripsi Ngjmah Ghorizah. Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.PIk)”.
Didalamnya menjelaskan tentang teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
sanks terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan nomor:
55/Pid.Sus/2020/PN.Plk yang mana hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum
hukuman yang ada dan hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
yang berlaku, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdakwa belum pernah
dihukum dan belum pernah melakukan keahatan sebelumnya serta mengakui
perbuatannya tersebut. Dalam hal ini tidak sesuai dengan teori pertimbangan hakim
yang mana hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas yang
sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dan dalam analisis hukum pidana islam
dijelaskan mengenai pendekatan zawajir sebagal pedoman diberlakukannya hukuman
ta’zir terhadap terdakwa®.

Skripsi Khofidhotur Rovida. Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam
Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia (Sudi Komparasi Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pember antasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang Dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti
Perdagangan Orang)”. Didalamnya menjelaskan mengenai persamaan, perbedaan,
kelebihan, kekurangan dan analisis hukum pidana islam terhadap aturan dan sanksi
hukum perdagangan orang menurut Undang-Undang Perdagangan Orang di Indonesia
dan Malaysia’.

Skripsi TessaMeriana. Jurusan Hukum Pidanalslam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara, dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking
(Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)”. Didalamnya menjelaskan
mengenai sanksi hukuman bagi pelaku perdagangan orang menurut hukum pidana
isam yaitu termasuk ke dalam jarimah Ta’zir karena mengena hukuman bagi
pelakunyatidak ditentukan secara khusus dalam nash dan juga menjelaskan mengenal
sanks hukuman bagi pelaku perdagangan sebagaimana yang telah diatur didalam

8 Najmah Ghorizah, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Hukum Atas Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.PIk’, Skripsi
Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

9 Khofidhotur Rovida, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana
Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia (Studi Komparasi Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan’, Skripsi Program
Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.



undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang®.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana telah ditulis diatas,
maka dapat diketahui bahwa perbedaan dan relevansi dengan skripsi ini yaitu, dalam
skripsi ini penulis lebih memfokuskan pembahasannya mengenai bagaimana
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan bagaimana hukum Islam
mengatur perbuatan pidana perdagangan orang tersebut jika pelakunya merupakan
orang tua dari korban. Adapun relevans penelitian ini dengan penelitian-penelitian
terdahulu yaitu sama-sama membahas mengena Perdagangan Orang.

. Metode Pendlitian
Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian
suatu masalah, sebaga cara untuk memperoleh informas yang berguna dan dapat
dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap
persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian ialah upaya menyelidiki
dan menelusuri sesuatu masal ah dengan menggunakan carakerjailmiah secara cermat
dan teliti untuk mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna
memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu
pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia't.
1. JenisPenelitian
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dan dalam
penyusunannya penulis menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan
menggunakan pendekatan kualitatif., yaitu metode (jalan) penelitian yang
sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar
alamiah tanpa ada manipulas di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis,
dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan
bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi
kualitas) dari fenomena yang diamati'2. Dengan menjelaskan data-data yang ada
dengan kata-kata (pendapat, teori, respon) atau pernyataan bukan dengan angka-
angka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis
normatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal yang bersumber dari
berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang,
literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan
permasal ahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian®®.

2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran terhadap
peraturan perundang-undangan, jurna-jurnal hukum, dan literatur-literatur lain
yang berhubungan dengan penélitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan
penulis dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:

10 Tessa Meriana, ‘Sanksi Hukum Bagi Pelaku Human Trafficking (Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)’, Skripsi Program
Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

11 Rifa’i Abu bakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). him.

12 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 2016). him. 24
13 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). him. 35
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1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang yang
dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
yaitu dengan menggunakan metode library research (kepustakaan) atau
dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri serta mengeksplorasi
peraturan perundang-undangan khususnya Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ayat-ayat Al-Qur’an yang
mengatur mengenai perdagangan orang beserta hadis-hadis Nabi dan juga putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tentang tindak
pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya.

4. Metode Analisis Data

Andisis data adalah suatu cara yang dipakai untuk menganalisis,
mempelgari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil
kesimpulan yang konkrit tentang permasal ahan yang dibahas dan diteliti'4. Untuk
menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, penulis
menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk mendeskripsikan
permasalahan secara sistematis, faktua dan akurat kemudian melakukan
penelitian antara data-data'®. Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode
deduktif yaitu berupa penaaran yang membahas dari hal-ha yang bersifat umum
dianalisis sampai ke hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk

mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-

masing bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai

berikut :

Bab . PENDAHULUAN
Dalam bab | ini, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian,
dan sistematika penelitian. Dari bab ini pula maka dapat diketahui |atar
belakang perlunya penelitianini.

Bab Il. LANDASAN TEORI

Dalam bab Il ini, menguraikan landasan teori yang akan dibahas, yaitu
tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang menurut hukum
positif dan hukum pidana issam yang meliputi definisi, faktor
penyebab, bentuk-bentuk, modus keahatan, dan akibat yang
ditimbulkan dari perdagangan orang. Serta tinjauan hukum mengenai
perbuatan zina beserta hukumannya dalam hukum positif dan hukum
pidana lslam.

Bab I11. DATA PENELITIAN
Daambab |11 ini merupakan penyajian datamengena Putusan Nomor:
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn tentang tindak pidana perdagangan orang
yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap anaknya, deskripsi perkara

14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).him. 205
15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). him. 10
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Bab IV.

Bab V.

serta dasar hukum putusan hakim terhadap sanksi yang diberikan
kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut.

ANALISISDATA

Dalam bab IV ini, penulis akan menjelaskan tentang analisis
pertimbangan hakim dalam menjatunkan hukuman terhadap pelaku
perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua dan analisis hukum
islam terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh
orang tua terhadap anaknya dalam putusan perkara Nomor:
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

KESIMPULAN
M erupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian yang menjadi
jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.



BAB I1
TINJAUAN UMUM PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA ZINA
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum

Kata “trafficking” merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris dan
mempunyai arti “illegal trade” atau perdagangan illegal. Trafficking in human
atau trafficking in person merupakan praktik perdagangan orang secara ilegal 1°.
Istilah perdagangan manusia (human trafficking) dalam bentuk frase seperti
“perdagangan budak putih” (white slavetraffic) digunakan pertamakali padaabad
ke-20 yang merujuk pada kulit putih yang dijadikan sebagai pelacur, serta
“perdagangan wanita dan anak-anak” (the trafficking in women and children)
istilah ini merujuk pada anak-anak dan wanita yang dipaksa menjadi pelacur?’.

Sedangkan menurut hukum Islam perdagangan orang merupakan suatu
symbol/status sosial, yang mana pada masa lalu orang yang mempunyai status
sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan mempunyai
budak/budak belian. Budak adalah orang yang dibeli dan kemudian dijadikan
budak, hamba, jongos. Setigp orang yang mempunyai budak dianggap
mempunyai status sosial yang tinggi, hal ini merupakan suatau hal yang umum,
yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah. Awal muladalam segjarah yang
menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Masyarakat Y unani Kuno,
menjual belikan perempuan di pasar-pasar layaknya seperti dagangan binatang
atau barang-barang lainnya. Kemudian seiring perkembangan, wanita di Y unani
Kuno dijadikan sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu semata, perempuan
dianggap tidak berharga sama sekali®®.

Perbudakan atau penghambaan dalam segjarah bangsa Indonesia pernah
ada pada masa kergaan-kergjaan di Jawa. Selir-sdlir yang dimiliki rga
mencermikan bahwa konsep kekuasaan raja yang tidak terbatas, bahkan beberapa
orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan sebaga bukti
kesetiaan terhadap raja. Sebagian lain merupakan persembahan yang berasal dari
rgjalain maupun dari masyarakat lingkungan bawah yang dijual atau diserahkan
oleh keluarganya sendiri dengan maksud agar mempunyai keterkaitan dengan
keluargaistana, sehingga statusnya dapat meningkatkan'®. Pengertian perdagangan
orang (Human Trafficking) mengalami perkembangan sampai ditetapkannya sebuah
protokol padatanggal 15 November 2000 oleh PBB yang kemudian mulai diberlakukan
pada tanggal 25 Desember 2003%° Protokol tersebut kemudian dikenal dengan sebutan
Protokol Palermo atau Palermo Convention 2000, “Protocol to prevent, Suppress, and
punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the
United Nations Convention Against Trasnational Organized Crime” yang diartikan
dengan protokol untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana

16 July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, ‘Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan
Keadilan, 9.1 (2021), 18-33. him. 67.

17 syamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human
Trafficking and Psychosocial Problems of Victim’, Kesejahteraan Sosial, 6.01 (2020). him.19

18 Nuraeny Heny, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). him. 90

% Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). him. 1

2 Sinlaeloe. him. 1



perdagangan orang terutama perempuan dan anak sebagai tambahan atas Konvens PBB
Tahun 2000 melawan K gjahatan Terorganisasi Transnasional?.

Mengenai perdagangan orang dalam Protokol Palermo terdapat dalam
artikel 3 klausa (a) yang berbunyi “Perdagangan manusia adalah segala bentuk
perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang,
dengan menggunakan ancaman atau kekerasan atau bentuk paksaan lain,
penculikan penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau
kedudukan rentan atau dengan memberikan atau menerima bayaran atau
keuntungan untuk mendapatkan kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan
kuasa penuh atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus
merangkumi, minimal eksploitasi minimal eksploitasi pelacuran atau bentuk
eksploitasi seks lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek
sgjenis dengan perbudakan, pengabdian atau pengambilan organ tubuh”. Dan
dalam klausa (c) ditegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi yang didalamnya
melibatkan anak-anak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perdagangan
orang, meskipun tidak menggunakan cara-cara seperti kekerasan, penipuan,
kebohongan, dan lain-lain?,

. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu istilah terjemahan
yang berasal dari bahasa Belanda yaitu “Srafbaar feit” yang diartikan sebagai
tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh
dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. Wirjono
Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan definisi tindak pidana
menurut Moeljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, bagi siapa sga yang
melanggarnya dikenai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Menurut wujud
dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan yang
melawan hukum dan merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau bahkan
menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik
dan adil?®.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana yang
melanggar harkat dan martabat seseorang. Perdagangan orang merupakan suatu
tindakan yang dilakukan baik seseorang maupun kelompok orang yang mana
perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat. Perdagangan orang atau yang
biasa dikenal dengan sebutan Human Trafficking, dimata masyarakat mempunyai
pengertian masing-masing. Pada awalnya perbuatan ini dinamakan prostitusi
khususnya yang dilakukan pada perempuan, kemudian pengertian perdagangan
orang secara mendasar diartikan sebagai tindakan perpindahan orang khususnya
pada perempuan dan anak yang baik dengan persetujuan maupun tanpa
persetujuan yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan bertujuan
untuk suatu bentuk perburuhan dan prostituss maupun perbudakan yang

21 Lourensy Varina Sitania and Eko Suponyono, ‘Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2.1 (2020), 38-54.

22 Syamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human
Trafficking and Psychosocial Problems of Victim’, Kesejahteraan Sosial, 6.01 (2020). him. 19.
2 shaq, Hukum Pidana (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020). him. 73-74
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bermotifkan pernikahan sehingga memunculkan berbagai macam kekerasan fisik
dan isu?.

Perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
telah dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 296 dan pasa 297. Dalam
pel aksanaannya aparat penegak hukum memberlakukan pasal 296 KUHP yang
didalamnya menyebutkan bahwa “barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak lima
belas ribu rupiah”? pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa “memperniagakan
perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”. Namun dalam pasal tersebut tidak
dijelaskan definisi secara resmi dan jelas mengenal perdagangan orang sehingga
unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk
melakukan upaya penuntutan dan pembuktian terkait adanya tindak pidana
perdagangan wanita dan laki-laki dibawah umur tidak dapat dirumuskan?®

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 dalam pasa 1 ayat (1),
perdagangan orang didefinisikan sebagai “tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemal suan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan
dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan
di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi”?’.

Definisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara lebih rinci
dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) UUTPPO sebagi berikut “Setiap orang yang
melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiringan, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman keker asan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”2.

Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan orang yang tercantum
dalam pasal 2 ayat (1) UUTPPO, maka ada 4 (empat) unsur yang terdapat dalam
suatu TPPO, yaitu: Pertama, unsur pelaku yang adalah orang perseorangan,
korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara. Kedua, unsur
proses/tindakan. Serangkaian urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi
secara alami, atau didesain, yang meliputi: perekrutan, pengangkutan,

24 Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia (Jakarta: ICMC dan ACILS, 2003). him. 11
25 Lourensy Varina Sitania and Eko Suponyono, ‘Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2.1 (2020), 38-54.

26 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). him. 114
27 Azizi Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). him. 5
2 Sinlaeloe. him. 3
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penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Ketiga,
unsur cara/lmodus. Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk
menjamin proses dapat terlaksana, meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain. Keempat, unsur tujuan/akibat. Merupakan sesuatu yang nantinya
akan tercapal dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku perdagangan
orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitas
sebagai mana tercantum dalam pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat
(2) UUPTPPO?,

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi
manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia yang mana di hadapan
Tuhan yang Maha Esa, manusia memiliki harkat dan martabat yang sama dan
wajib dihormati. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia (HAM) yang selanjutnya disebut
UUHAM, dalam pasal 1 butir 1 bahwa “Hak asas manusia adalah seperangkat
hak yang melekat pada hakikat dan keberasaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia”. Selanjutnya
dadam pasa 20 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa, “Tidak
seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba” dan dalam ayat (2) dijelaskan
“Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan
segala bentuk perbudakan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.
Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia diatas, maka sesama manusia tidak dapat memperlakukan sesama
manusia seperti benda atau barang yang dapat diperjualbelikan dengan tujuan
apapun dan dengan alasan apapun. Seseorang yang memperdagangkan orang
yang lain, maka ia telah melanggar hak asas manusia yang melekat pada diri
seseorag yang diperdagangkan tersebut

3. Faktor-Faktor Perdagangan Orang
1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling memicu terjadinya
kegahatan, karena ekonomi menjadi peran penting guna meneruskan
keberlangsungan hidup. Adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat
mengakibatkan masyarakat terutama perempuan dan anak untuk mencari
pekerjaan tanpa memperdulikan kesehatan, keamanan, bahaya, dan halanya
pekerjaan tersebut yang sebenarnya menjadi ancaman bagi perempuan dan
anak®. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja
mendorong jutaan warga negara Indonesia untuk melakukan migrasi baik di
dalam maupun di luar negri. Alasan masyarakat bermigrasi untuk mencari
pekerjaan yaitu untuk memperbaiki ekonomi dan menambah kekayaan
materiil. Gaya hidup glamour dan konsumtif menjadi motivasi masyarakat
kalangan bawah untuk hidup mewah. Hal ini didukung oleh media yang

2 |bid. him. 4-5.
30 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). him. 27
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menygjikan tontonan hidup glamour dan konsumtif, sehingga membentuk
gaya hidup yang materialisme dan konsumtif=L.

. Faktor Keluarga

Peran keluarga sangat penting dalam menentukan pola tingkah laku
anak sebelum dewasa maupun sesudahnya, keluarga berperan penting bagi
perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorang pun dilahirkan secara
langsung mempunyai sifat yang jahat. Salah satu faktor penyebab kejahatan
perdagangan orang dari pelaku berasal dari kurang berfungsinya keluarga
akibat tidak harmonis dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua
orang tua mengakibatkan mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat
bebas, yang memicu penyimpangan sosial yang berakibat fatal *2.

. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya
perdagangan orang. Dengan pendidikan yang rendah mengakibatkan korban
mudah untuk ditipu oleh para calo yang menjanjikan pekerjaan yang baik
dengan ggji yang besar, namun hal itu sebenarnya hanya trik tipuan kepada
korban untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi pelacuran. Semakin rendah
tingkat pendidikan yang dimiliki, justru semakin lebar pula jalan untuk
menjadi korban perdagangan orang entah disadari atau tidak. Kurangnya
pendidikan yang baik dapat memicu terjadinya migrasi dan berpotensi besar
terjadi perdagangan orang®.

. Faktor diskriminasi gender

Nila sosial budaya patriarki yang mana laki-laki dan perempuan
ditempatkan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara
Diskriminasi gender ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai
istri, ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidik anak-anak di rumah serta
pencari nafkah tambahan dengan jenis pekerjaan yang serupa dengan tugas
yang ada di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga
dan pengasuh anak. Para perempuan juga mempunya beban ganda,
subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan yang semuanya
berawal dari diskriminasi, menjadi pemicu maraknya perdagangan orang
dengan korban dari kalangan perempuan,

. Faktor lembaga penegak hukum

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisas terkait
pemberian pemahaman atau edukasi kepadamasyarakat tentang perdagangan
orang di dalam undang-undang menyebabkan arus perdagangan orang
terutama perempuan dan anak semakin meningkat. Masyarakat pada
umumnyadan khususnya korban tidak mengetahui bahwa perdagangan orang
dapat terjadi di lingkup internal (keluarga) dan eksternal (sosia), ha ini
disebabkan karena ketidak pahaman bahwa perdagangan orang merupakan
tindak pidana®.

31 |bid. hlm. 52

32 Hasnawati, ‘Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Perspektif Hukum Islam’, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo, 2022. him. 35

3 Ibid. him. 36
3 |bid.
% Ibid. hlm. 37
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Berdasarkan laporan Global Alliance Against Traffic on Women
(GAATW), tindak pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya perempuan
disebabkan karena adanya 3 (tiga) aspek diantaranya®:

a) Maraknyaimigras dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang terjadi
didalam negeri maupun di luar negri yang berdasarkan paksaan atau tekanan
situasi yang timbul dari keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib dari
situasi kemiskinan dan pengangguran.

b) Meningkatnya jumlah perusahaan penyaur tenaga Kkerja, terutama
perusahaan yang ilegal karenalaba yang akan diperoleh si perekrut, penjual,
dan sindikat dari perusahaan tersebut sangatlah besar.

c) Tingginya jumlah kasus tindak pidana penipuan berupa janji palsu,
penjeratan hutang, perbudakan, pemaksaan, dan tekanan pemerasan.

Faktor-faktor penyebab perdagangan orang dapat dismpulkan karena
antaralain sebagai berikut:
Anak-anak menikah muda atau perceraian;
Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja;
Kemiskinan dan putus sekolah;
Dibayangi jikaturis akan membayar lebih;
Melayan petugas polisi atau militer;
Kelas menengah yang bekerja;
Konsumsi yang berlebih-Iebihan dan gaya hidup yang mewah;
Krisis dalam negri;
Dipaksa oleh keadaan;
10. Upah yang sangat minimum;
11. Wanitausiatinggal dalam kebebasan;
12. Perilaku seksual terbuka;
13. Role modeling;
14. Penghargaan sosid;
15. Kebutuhan anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik,
terutama mengasuh dan merawat orang tua®’.

CoNoou~wWNPE

4. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan manusia di tingkat global, dibedakan menjadi beberapa
bentuk: Pertama, berdasarkan tujuan pengiriman; kedua, berdasarkan korbannya;

dan ketiga, berdasarkan bentuk eksploitasi.

a) Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengirimannya, perdagangan orang dibedakan
menjadi dua yaitu perdagangan dalam negeri (internal trafficking) dan lintas
batas/antar negara (international trafficking). Perdagangan dalam negeri
(internal) biasanyaberlangsung antar desa ke kota atau dari kotakecil ke kota
besar dalam suatu negara. Perdagangan orang baik di dalam maupun di luar
negeri biasanya disebabkan karena kesenjangan ekonomi dan kesempatan
kerja. Banyak orang yang lebih memilih pindah dari suatu kota ke kota lain
demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun,

36 Anggie Rizgita Herda Putri and Ridwan Arifin, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in
Indonesia)’, Res Judicata, 2.1 (2019). him. 176

37 Sherly Ayuna Putri and Agus Takariawan, ‘Pemahaman Mengenai Perlindung Korban Perdagangan Anak
(Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat’, 6.3 (2017), 245-49. him. 248
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sebagian diantaranya justru malah terperangkap dalam jurang eksploitas
hingga hilangnya kebebasan dan hak asas manusia. Bentuk-bentuk
eksploitasi perempuan ini mulai dari perbudakan domestic, eksploitasi seks
komersial, kerja paksa®.

b) Berdasarkan korbannya
Berdasarkan korbannya, perdagangan orang dibedakan menjadi 3
(tiga) yatu:
- Perdagangan perempuan

Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi
korban perdagangan manusia, khususnya untuk eksploitasi seksual,
perbudakan domestic, dan perkawinan paksa. Hal tersebut disebabkan
karena beberapa faktor. Faktor yang paling utama yaitu karena adanya
permintaan (demand) terhadap pekerjaan di sektor informal yang mana
tidak membutuhkan keahlian khusus, mau diberi upah yang relatif
rendah dan tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit=.

Selain itu, perempuan juga sering dipandang sebagai komoditi
yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf ekonomi dalam
keluarga. Salah satunya dengan dipaksa bekerja menjadi pembantu
rumah tangga atau bahkan kawin paksa dimana orang tua akan
mendapatkan imbalan berupa mahar dari perkawinan tersebut baik
perkawinan tersebut dikehendaki atau tidak oleh pihak keluarga. Budaya
patriarki yang menempatkan perempuan di posisi nomor dua dalam hal
mendapatkan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan
keterampilan yang dimiliki perempuan membuat perempuan semakin
rentan menjadi korban perdagangan perempuan.

- Perdagangan anak

Nilai moral yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan
untuk “berbakti” kepada keluarga terutama orang tua, menjadi salah satu
faktor penyebab anak rentan diperdagangkan. Kondisi anak yang lari
keluar dari rumah karena berbagai penyebab, rasa kesepian, pengaruh
negatif pergaulan dengan teman sebaya, dan interaksi dengan hiburan
malam.

Usia anak yang paling banyak diperdagangkan mulai dari 15
hingga 17 tahun (usiaremaja). Kelompok yang kedua yaitu pra-remaja.
Anak-anak ini diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan
sebagal pengemis, meskipun juga disasarkan kepada eksploitasi seksual
dan pronografi. Kelompok ketigaterdiri dari usiayang sangat mudayaitu
bayi yang sebagian besar diperdagangkan untuk adopsi ilegal .

Sedangkan untuk tentara anak, perekrutan dilakukan secara
illegal dibawah tekanan, penipuan, pemaksaan dan penculikan untuk
dieksploitasi, baik untuk pekerja maupun eksploitasi seksual oleh

38 gyamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human
Trafficking and Psychosocial Problems of Victim’, Kesejahteraan Sosial, 6.01 (2020). him. 20

39 July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, ‘Pola Penanganan Dan PeninDakan Pelaku TinDak PiDana
PerDagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan,
9.1(2021), 18-33. him. 68.

40 Syamsuddin, ‘Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban Forms of Human
Trafficking and Psychosocial Problems of Victim’, Kesejahteraan Sosial, 6.01 (2020). him. 22
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pasukan bersenjata. Anak-anak diculik untuk dijadikan sebagai tentara,
kuli, tukang masak, penjaga, pembantu, pembawa pesan, atau mata-
mata, bahkan gadis muda dipaksa kawin atau berhubungan seks dengan
tentarapria.

- Perdagangan pria

Pria pada umumnya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi,
berbeda dengan perempuan dan anak yang terjebak dalam eksploitasi
seksual. Bentuk eksploitasi ekonomi yang dialami pria biasanya berupa
kerja paksa atau kerja tanpa upah. Kasus-kasus seperti ini banyak
dijumpa pada tenaga kerja di Indonesia terutama yang bekerja di
perusahaan kelapa sawit, atau pekerja konstruksi di Malaysia. Korban
masuk ke Malaysiaumumnya melewati jalur illegal, atau melewati jalur
legal tetapi tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkal a*.

c) Perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasinya

Perdagangan orang berdasarkan bentuk eksploitasinya, dibedakan
menjadi 2 (dua) yaitu eksploitasi seksual dan non-seksual. Eksploitasi seksual
berupa pel acuran secara paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara yang
mana kekerasan dan abuse terjadi setelah mereka terikat dalam suatu
pernikahan. Sedangkan eksploitasi non-seksual (ekonomi) berupa kerja
paksa dan perdagangan organ tubuh®. Jenis dan modus perdagangan orang
yang digunakan pelaku selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan
kemajuan teknologi dan informasi*®. Beberapa modus yang digunakan pelaku
dalam menjerat korbannya antara lain:

Pertama, perdagangan orang dengan modus prostitusi atau
eksploitasi seksual. Selain mengetahui sisi emosiona korban, pelaku juga
paham dengan benar bagaimana memanfaatkan media sosial dalam merekrut
para korbannya. Teknologi berperan penting daam perdagangan orang,
karena dengan menggunakan teknologi memungkinkan pelaku
mengeksploitasi anak muda tanpa harus bertemu langsung. Kemudian setelah
relasi dan kepercayaan terbangu, barulah pelaku mengajak para korbannya
untuk bertemu. Untuk merekrut korbannya, pelaku menggunakan aplikasi
media sosial dengan memanfaatkan fitur “Grup” sebagai penawaran transaksi
seksua .

Kedua, perdagangan orang dengan modus tenaga kerja ilegal.
Biasanya pelaku menarik korbannya dengan menawarkan gaji yang besar
namun tidak membutuhkan pengalaman kerja. Dan yang ketiga yaitu modus
adopsi ilegal, dimana pengangkatan anak yang tidak mengikuti prosedur
sebagaimana mestinya. Pelaku pada umumnya mengincar calon ibu yang
tidak menginginkan calon bayi lahir ataupun tidak mempunyai biaya
persalinan dan perawatan®.

41 |bid. him. 23

2 |bid. him. 23-25

4 July Esther, Herlina Manullang, and Johan Silalahi, ‘Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan,
9.1(2021), 18-33. him. 69.

44 Dian Sukma Purwanegara, ‘Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial’, Jurnal
Sosiologi Dialektika, 15.2 (2020), 118. him. 121

4 Ibid. him. 122
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5. Akibat Perdagangan Orang
Praktik perdagangan orang tentu menimbulkan dampak yang besar bagi
masyarakat pada umumnya seperti menimbulkan keresahan, memicu timbulnya
tindak pidanalain, terjadinya eksploitasi dan tentunya menimbulkan penderitaan
bagi korban. Korban perdagangan orang akan mengalami penderitaan,
terganggunya fungsi reproduksi, depresi (gangguan jiwa berat), cacat fisik,
terkucil, terinfeks penyakit dan lain sebagainya®.
1) Menimbulkan keresahan masyarakat
Keresahan yang timbul ditengah-tegah masyarakat disebabkan karena
banyak dari korban perdagangan orang yang mengikuti gjakan pelaku untuk
bekerja dengan persetujuan dari keluarga, tetapi yang terjadi kemudian
korban justru tidak pernah memberikan kabar kepada keluarganya.
2) Mendorong tindak pidanalain
Tindak pidana perdagangan orang dapat berdampak pada semakin
maraknya tindak pidana lain, karena perdagangan orang bisanya berlanjut
dengan kejahatan lainnya.
3) Eksploitasi terhadap korban
Korban yang dieskploitasi oleh pelaku jarang sekali memberikan
perlawanan meskipun telah diperlakukan secara sewenang-wenang, terlebih
lagi jika korban merupakan perempuan dan anak-anak.
4) Mudah terjangkit penyakit
Salah satu dampak perdagangan orang dengan tujuan prostitusi adalah
korban mudah tertular penyakit HIV/AIDS, yang ditularkan dari laki-laki
pengguna jasa prostitusi.
5) Cacat fisik
Pekerja yang merupakan korban dari perdagangan orang sering
mengalami kekerasan fisik baik dari pelaku, majikan ataupun perlakuan keras
karena jenis pekerjaan yang dilakukan dibawah tekanan dan mengakibatkan
luka berat bahkan cedera bagi korban.
6) Depres
Pemaksaan yang dialami korban mengakibatkan gangguan psikologis
secaraberkepanjangan. Hal ini disebabkan karenakorban dieksploitasi secara
fisik untuk bekerja baik sebagai pekerja paksa maupun seksual.
7) Kehamilan yang tidak diinginkan
Perempuan korban perdagangan orang sering mengalami pelecehan
seksual, dimana ha tersebut dapat menimbulkan kehamilan yang tidak
diinginkan oleh korban sendiri. Tak sedikit dari mereka pelaku pelecehan
seksual mau bertanggung jawab terhadap kondisi korban, karena biasanya
pelaku pelecehan seksual adalah orang-orang yang tidak memiliki
tanggungjawab.
8) Negarakehilangan devisa
Pencegahan terhadap praktik perdagangan orang salah satunya dengan
mel akukan pengawasan yang lebih ketat terhadap korporasi, karenakorporasi
berpotensi besar untuk menyalurkan tenaga kerja secara ilegal. Korporasi
yang memiliki badan hukum mampu melakukan aktivitas yang relatif besar
dan terkoordinasi, sehingga mampu menyal urkan tenaga kerja dalam jumlah
yang besar dan secarailegal.

46 Eddy Surya Siregar, Syawal Amry Siregar, and Bachtiar Simatupang, ‘Tinjuan Kriminologi Terhadap
Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Pada Polda Sumatera Utara)’, Retentum, 3.1 (2020), 316-23.
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6. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam

Pengertian tindak pidana dalam hukum Islam dikena dengan kata
“jarimah” yang berarti tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan atau
delik pidana. Menurut bahasa, kata jarimah (“«:>) merupakan katajadian ( )
dari katajarama (), yang berarti berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai
arti perbuatan salah. Sedangkan menurut istilah, jarimah merupakan sinonim dari
istilah jinayah, yang diartikan sebagal perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik
perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya®.

Abu Zahrah mendefinisikan jarimah dengan lebih spesifik lagi yaitu:

sladll 0y 3 Ol 43 055 Ul yslast oY1 ga dg 3!
"Kegjahatan-kgjahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam
dengan hukuman melalui proses pengadilan.”

Sedangkan menurut al-Mawardi, jarimah adalah:
AP A e e ) Bee s Dl (1
"Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam
oleh Allah dengan hukuman (hadd) atau ta’zr."

Al-Qur’an memandang manusia sebagai makhluk moral, yang dapat dan
mampu membedakan antara baik dan buruk, juga memiliki kebebasan untuk
memilih keduanya. Dalam pandangan Islam manusia merupakan makhluk yang
memiliki identitas istimewa. Konsep manusia dalam Islam mengandung sifat
“ganda”. la bukan malaikat ataupun setan, karena manusia memiliki potensi untuk
berbuat baik dan juga buruk, yang mau menerima tuntutan (llahi) namun juga
dapat menjadi pembangkang. Maka menurut garan Islam, hanya manusialah
makhluk yang dapat bertanggungjawab*

Dalam hukum islam perbudakan berasal dari kata Ragabah yang berarti
budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih
mampu, yang mana harus bekerja untuk majikan dan dapat diperjua belikan.
Perbudakan atau perdagangan orang merupakan sistem segolongan manusiayang
mana kebebasan hidupnya dirampas untuk kepentingan golongan manusia yang
lain. Dalam Alqur’an kata Ragabah dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak
24 kali yang tersebar di berbagai surat/ayat®.

Karenaitulah Allah melarang segalamacam bentuk perbudakan dan justru
memerintahkan untuk membebaskan manusia dari segala perbudakan
sebagaimana Firman-Nya:

£ ady 86 1 rd Aa G 03T Uy o 11 B Adal) goes) S0
“Maka tidakkah sebai knya (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki

lagi sukar?Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu)
mel epaskan budak dari perbudakan” (QS. Al-Balad: 11-13).

47 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Cet 1 (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). him. xii

48 R. Eriska Dwi Ginalita Putri, ‘Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam Human Trafficking / Forced
Labour in Islam Perspective’, Islamic Law Studies, Sharia Journal, 2.6 (2017), 46-55. him. 49

“ |bid. him. 51
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Tindak pidana perdagangan orang atau perbudakan sebenarnya sudah ada
sebelum Islam datang. Faktor penyebab perbudakan pada zaman dahulu adalah
karena sering terjadinya peperangan antar kabilah dan bangsa dan tindak pidana
lainnya, seperti perampokan, penculikan, kemiskinan dan susahnya membayar
hutang-hutang, ditambah lagi dengan adanya pasar budak yang ada pada zaman
dahulu. Kemudian Islamn datang untuk mengatur pengaturan mengenal
perbudakan dan sedikit demi sedikit kejahatan tersebut berkurang. Karena itu
Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam,
karena pada hakikatnyamanusiaitu mempunyai hak untuk hidup yang manatidak
dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk manusia lainnya untuk
memperbudak seseorang.

Daam Al-Qur’an Surah An-Nuur ayat 33, dijelaskan mengenal
perdagangan orang yang berbunyi:

uu&.}wy...,.,‘ﬁ.d\j Mwmw@\,&oy\s&uﬁm%@

‘}afﬁ‘ﬂj ,Sd\é.mm\duwﬁy\jgwrng\ﬁﬁ&pﬁw@

& a c}e u@,s, o9 T L oj,.i-\ P \,*.,.J e Os)) o ;u.;\ e vgw.e
P,,; 2988 a1 51

“Dan Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian
(dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-
Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (untuk
pembebasan dirinya), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu
mengetahui kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mer eka sebagian dari
harta Allah yang dikaruniakan kalian. Dan janganlah kamu paksa budak-budak
perempuanmu untuk melakukan pelacuran sedang mereka sendiri menginginkan
kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa
memaksa mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha
penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai sesama manusia
berkewgiban untuk melindungi orang-orang yang lemah termasuk kaum
perempuan atas kesucian tubuhnya. Dalam hal ini melarang adanya kejahatan
perdagangan orang dan memaksa budak-budak perempuan untuk melakukan
pelacuran, perzinahan atau segala bentuk kegiatan yang menimbulkan dorongan
seksual yang akan mengakibatkan seseorang melakukan pelacuran maupun
perzinahan®.

Islam dengan konsep tauhid datang untuk membebaskan manusia dari
segara bentuk perbudakan, baik perbudakan dari sesama manusia, dari egonya
sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan oleh manusia, baik secara sengga
maupun tidak. Menurut perspektif dan pandangan Islam, perdagangan orang
merupakan pelanggaran agama. Allah SWT berfirman bahwa semua manusia
dihadapan-Nya adalah sama, yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan
ketagwaan-Nya. Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

50 Eman Sulaiman, Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia (Semarang: Walisongo Perss,
2008). him. 59
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““Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan ber suku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal ™.

Allah SWT juga mengancam dengan keras bagi sigpa sgja yang menjual
manusia dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan
dalam sebuah hadis Qudsi Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari
Hadits Abu Hurairah ra™.

beﬁm:&\dézJ@Fbjw&\w‘ﬁd\&aw&\gbjéﬁﬁéf&;
ao G gl el bl Joryg i ST g b Joryg e ¢ g sl o) Aol 0y

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah
SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi
musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak
menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan
harganya. Ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah
menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya”. (HR.
Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) golongan yang akan menjadi
musuh Allah di hari kiamat kelak, tiga golongan tersebut yaitu: Pertama; orang
yang bersumpah dengan namaAllah tetapi ia mengingkarinya. Orang-orang yang
mudah bersumpah dengan atas nama Allah namun iatidak bersungguh-sungguh
untuk menepati sumpahnya dan bahkan ingkar maka tidak ada tempat untuk
berlindung dari kesengsaraan yang akan dialaminya di hari kiamat nanti. Kedua;
orang yang melakukan perdagangan orang. hukum memperdagangkan orang yang
merdeka adalah haram, pelakunya kelak di hari kiamat akan mendapat
kesengsaraan dan dosa. Ketiga; orang yang tidak membayarkan upah pekerjanya,
orang-orang ini kelak akan masuk kedalam golongan yang akan menjadi musuh
Allah di hari kiamat nanti.

B. Tindak Pidana Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam
1. Tindak Pidana Zina dalam Hukum Positif
Zinasecaraetimol ogisberasal dari bahasa Arab yang artinya persetubuhan
di luar perkawinan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai fornication yang berarti
persetunuhan di antara orang dewasa yang belum kawin, dalam bahasa Arab
dikenal dengan istilah zina ghairu muhsan dan adultery (dalam bahasa Arab
dikenal dengan zina muhsan) yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh | aki-

51 Hasnawati, ‘Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Perspektif Hukum Islam’, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Palopo, 2022. him. 5
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laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah
terikat dalam status perkawinan dengan orang lain®.

Definis zina dalan Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan
bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait dengan hubungan
pernikahan (perkawinan), dimanahubungan bersenggamatersebut dilakukan oleh
seorang laki-laki terkait hubungan perkawinan dengan seorang perempuan yang
bukan isterinya, atau perempuan yang terkait perkawinan dengan seorang laki-
laki yang bukan suaminya>.

Dalam pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan zina atau mukah
adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan
oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah
satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain>.

Perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan
sebagai perbuatan pidana adal ah®®:

1. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan
seorang perempuan yang kedua-duanya atau sal ah seorang pel akunya sedang
dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain; (pasal 284 KUHP)

2. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan; (pasal 286 KUHP)

3. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya; (pasal 286 KUHP)

4. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya
belum berumur 15 (lima belas tahun); (pasal 287 KUHP)

5. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki
terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya
belum masanya untuk dikawini. (pasal 288 KUHP)

Daam hukum positif tindak pidana zina dibagi menjadi 2 (dua)
berdasarkan pelakunya, yaitu:
a. Perzinaan yang pelakunyatelah atau masih terikat dalam perkawinan
Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.
Sebagai mana yang diatur dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi:
(1) Diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan:
l.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),
padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal
diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2.a seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan
perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah
telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

52 sulaiman. him. 47

53 Alliyyah Maghfuroh, ‘Pemidanaan Pelaku Zina Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan
Nomor 53/Pid.B/2017/PN.Tgl’, Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. him. 14

54 Sahran Hadziq, ‘Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law’, Jurnal Lex
Renaissance, 4.1 (2019), 25-45. him. 31

55 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjou Dari Hukum
Islam (Jakarta: Kencana, 2010). him. 67
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(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang

tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam
tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau
pisah-mea dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang

pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan

selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum
putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap®®.

Dalam pasal 284 KUHP diatas, perbuatan yang dikategorikan sebagai

tindak pidana zina yaitu apabila salah seorang pelakunya terikat dalam suatu
perkawinan dan berlaku ketentuan pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku
dapat dilakukan hanya apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam
hal ini yaitu suami/istri dan diikuti dengan perceraian atau pisah meja makan
dan tempat tidurnya. Namum, pasal 284 KUHP ini terbatas hanyadiberlakukan
kepada mereka yang tunduk pada hukum barat (BW), dengan katalain mereka
bagi mereka yang tunduk pada hukum adat atau agama, maka pasal ini tidak
dapat diterapkan®’.

b. Perzinaan yang pelakunya tidak atau belum terikat dalam suatu perkawinan
(masih sama-sama lgjang)

Di Indonesia hukuman bagi pelaku yang lgjang belum ada peraturan

yang pasti meskipun perbuatan zina ini telah diakui kebenarannya. Sehingga
telah dibuat rancangan peraturan perundang-undangan pidana yang membahas
tentang perbuatan zina yang pelakunya masih lgjang yaitu dalam RUU KUHP
Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian ke-4 ha perzinaan,
pasal 446 ayat 1 butir e sebagaimana berikut:

(1) Dipidana karena zina dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun:

a. Laki-laki yang berada daam ikatan perkawinan melakukan

b.

C.

d.

persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan
persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;

Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan mel akukan persetubuhan
dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut
berada dalam ikatan perkawinan; perempuan yang tidak dalam ikatan
perkwinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal
diketahui bahwa laki-laki tersebut ada dalam ikatan perkawinan; atau
Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terkait dalam
perkawinan melakukan persetubuhan.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan
penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau Anak.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
ketentuan pasal 25, pasal 26, dan pasal 31.

6 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). him. 114-115

57 Maghfuroh. him. 18
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(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan

sebelum dimulai®®.

Dalam RUU KUHP sebagaimana diatas, mengenai pengertian zina

telah diperluas dan telah mencakup pelaku yang masih |gang dengan hukuman
paling lama 2 (dua) tahun. Dalam pasal tersebut juga tidak ada pembatasan
artinya bagi siapa sgja yang melanggar ketentuan pasal tersebut akan tetap
dikenai hukuman, meskipun mereka tunduk atau tidak terhadap ketentuan
pasal 27 BW.

2. Tindak Pidana Zinadalam Hukum Islam

Secara lughawiyah zina berarti perbuatan keji, hubungan kelamin antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa terikat oleh pernikahan yang
sah, hanya berdasarkan atas rasa saling menyukai. Menurut ahli fikih (fugoha)
zina adal ah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan
memasukkan zakar ke dalam vagina yang dinyatakan secara haram. M. Quraish
Shihab menyatakan bahwa zina atau hubungan seksual dengan tanpa adanya akad
nikah yang sah maka dalam Islam diharamkan°.

Definisi zina menurut istilah mempunya makna yang berbeda-beda, sesuai

dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya. Definis
zinamenurut empat madzhab yaitu®:

a. Pendapat Malikiyah

xwémp@d&w@ﬁc}a&mhjuj}\
Zina adal ah per setubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji

manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan
kesengajaan.

. Pendapat Hanafiyah

o 1 s G ks Al G A ST 1S G pl A s bl e 5 L1 L

g o9 MU il 8 ) Yl pST o)
Zina ialah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan)
seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa
paksaan) di dalam negeri yang adil dilakukan oleh orang-orang kepadanya
berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada
syubhat dalam miliknya.

Pendapat Syafi’iyah
b (e gl o0 J w02 4 S 2ol )

zZina adalah memasukkan ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya
tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

d. Pendapat Hanabilah

39t 3 Jiio W) fadgal

%8 |bid. hlm. 19

%% Muhammad Arifin, Figh Jinayat (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2017). him. 115
80 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). him. 6-7
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zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul
(farji) maupun dubur.

Dari pengertian-pengertian zina diatas maka dapat disimpulkan bahwa zina
adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Namun
definisi yang lebih singkat dan umum yaitu zina merupakan setiap perbuatan keji
yang dilakukan terhadap qubul atau dubur yang dikenakan hukuman had.

3. Syarat-syarat Pezina
a) Orang yang berzina berakal sehat;
b) Sudah dewasa (baligh)
C) Merdeka (tidak dipaksa/diperkosa)
d) Orang yang berzina mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang diharamkan.
Dengan demikian, hukuman zinatidak dapat dijatuhkan terhadap anak kecil, orang
gila atau orang yang dipaksa untuk melakukan zina®*.

4. Unsur-Unsur Jarimah Zina
a) Persetubuhan yang diharamkan (a5 sbgl)

Persetubuhan yang dianggap sebagal zina adalah persetubuhan dalam farji
(kemaluan). Ukurannya adal ah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk
ke dalam farji walaupun sedikit, meskipun ada penghalang namun selama tidak
menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama maka itu termasuk zina.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut maka
tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya
dikategorikan sebagai perbuatan maksiat dan diancam dengan hukuman ta’zir,
karena perbuatan tersebut merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya yaitu
mufakhadzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke
dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian perbuatan maksiat
yang lain seperti ciuman, berpel ukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing (bukan
muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang®?.

b) Adanyakesengajaan atau niat yang melawan hukum ( Jud) adligic b o)l dass)

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku yang melakukan persetubuhan mengetahui
bahwa perempuan yang disetubuhinya itu merupakan perempuan yang
diharamkan baginya. Namun jika seseorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu
dilarang, contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang perempuan
yang masih beristri dan dirahasiakan, makatidak dapat dikenai hukuman had®.

5. Dasar Hukum Larangan Zina
Zina merupakan perbuatan dosa besar dan tidak ada agama yang menghal alkan
perbuatan ini. Allah SWT dalam Al Qur’an suratAI Isra’ (17) ayat 32 telah berflrman

}’\.ww ;ij w dlf M‘&djj‘ 3}’;‘" Yj

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zinaitu adalah suatu perbuatan
yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-lsra’: 32)

61 Rokhmadi. him. 4
62 |bid. him. 8
63 Rokhmadi. him. 3
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Dalam Alquran surat Al-Furgan (25) ayat 68 Allah telah berfirman:

g s Ro- s W I-ra ‘5 o 7 O.Q" : }}:/ o s s P2 e 77 : 2 o~ R PP
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“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan)
yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu,
niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”. (QS. Al-Furgan: 68)

Selain kedua ayat tersebut, dalam hadis disebutkan bahwa:
J\éﬁh&\mgu\éiij&\w&\J}w)db‘j@w&\y)&\.@&;
éig‘wﬁu‘.@,diw5.\33‘};530“5‘)\5‘5;?@3&51’}&3\.\;MIJAS"OT

Syl dde iy of JB

Dari Abdullah meriwayatkan, “Aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah, dosa apa yang
paling besar di sisi Allah?” Beliau menjawab, ‘Kamu menjadikan tandingan bagi
Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu.” Lalu aku
bertanya lagi, ‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu membunuh
anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu.” Aku bertanya lagi,
‘Kemudian dosa apa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Kamu berzina dengan istri
tetanggamu.” (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban)®.

6. Macam-Macam Zina dan Hukumnya
Dalam hukum Islam, berdasarkan pel akunya zina dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
zina muhsan (sudah menikah) dan ghairu muhsan (belum menikah). Sanksi hukuman
yang dijatuhkan kepada masing-masing pezina berbeda sesuai dengan pelakunya.
a. ZinaGhairu Muhsan
Adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum
berkeluarga (belum terikat suatu perkawinan). Hukuman untuk zina ghairu
muhsan ada dua macam yaitu:
1) Deraseratuskali
Hukuman dera merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah
ditentukan oleh syara’. Dalam hal ini hakim tidak boleh mengurangi,
menambah, menunda pelaksanaannya ataupun mnggantinya dengan
hukuman yang lain. Hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak
masyarakat, sehinggatidak ada yang berhak memberikan pengampunan baik
itu pemerintah ataupun individu®. Dasar pemberlakuan hukuman ini, yaitu
firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 2:
O A o> & 8l s (ST5B Yol Hle Legin g 87 5ulr B 13T 20030
agall o A8 Lagilde ugiedy. Hedl psdly Al Oguags @S
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan

54 Nurul Irfan and Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2016). him. 19
85 Muslich. him. 30
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2)

kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika
kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pel aksanaan)
hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.
(QS. An-Nuur: 2)

Hadis Nabi dari Ubadah ibn Ash-Shamit yang diriwayatkan oleh
Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi sebagaimana berikut:

<& \3.:\} & \j.:\:'- :V'L“j 45\3 ads I GL" nﬁl'}z}w) JB : JB cwlL gosls s
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Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:
“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah
memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis
hukumnya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan
duda dan janda hukumnya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan
oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)®®.

Hukuman Pengasingan

Hukuman yang kedua bagi pezina ghairu muhsan adalah pengasingan
selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan pada hadits Ubadah ibn Shamit
diatas. Mengenai hukuman ini para ulama berbeda pendapat, Imam Abu
Hanifah dan kawan-kawannya berpendapat bahwa hukuman pengasingan ini
tidak wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi mereka memperbolehkan bagi
imam untuk menggabungkan antara keduanya apabila hal tersebut dipandang
maslahat. Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan
merupakan hukuman ta’zir dan bukan hukuman had. Pendapat ini juga
merupakan pendapat Syi’ah Zaidiyah. Mereka beralasan bahwa hadis tentang
pengasingan tersebut dihapuskan (di mansukh) dengan Surah An-Nuur ayat
2.

Pendapat jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi’i dan
Ahmad mengatakan bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan
bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Jumhur ulama berpendapat
bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had, dan bukan ta’zir.
Dasarnya adalah hadits Ubadah ibn Shamit tersebut yang didalamnya

tercantum:
R SR L PRV E S S

... Jgaka dengan gadis hukumnya deraseratus kali dan pengasingan selama
satu tahun. . .

b. Hukuman Zina Muhsan

Zinamuhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

yang sudah berkeluarga (sudah pernah kawin/masih terikat dalam status

perkawinan dengan orang lain). Hukumannya yaitu
1) Deraseratuskali, dan
2) Raam.

% Ibid.
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Hukuman dera seratus kali didasarkan pada firman Allah dalam surat An-

Nuur ayat 2. Sedangkan dasar penetapan hukuman rgjam adalah hadis Nabi baik
gauliah maupun fi’liyah. Hukuman rgjam adalah hukuman mati yang telah diakui

dan

diterima oleh semua fugaha, kecuali kelompok Azarigah dari golongan

Khawarij, karenamerekatidak mau menerima hadis, kecuali yang sampai kepada
tingkatan mutawatir. Mereka berpendapat bahwa, hukuman untuk jarimah zina
baik muhsan dan ghairu muhsan adalah didera seratus kali sebagaimana yang
telah dijelaskan dalam firman Allah surat An-Nuur ayat 2°”.

Dasar hukum penjatuhan hukuman rgjam yang berupa sunnah gauliyah

dan fi’liyah adalah sebagai berikut:

Hadis Ubadah ibn Ash-Shamit
<& \3.:\} & \j.:\:'- :V'L“j 45\3 ads & GL" nﬁl'}z}w) JB : JB cule ol e
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Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda:
“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah
memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis
hukumnya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan
duda dan janda hukumnya dera seratus kali dan rajam. (Hadis diriwayatkan
oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi)®,

Hadis Jabir
M&»ﬁd\j@&&\é&&\@f@sgﬁh GJW)OT&\MU;J;\’U&j
(bj\:ﬁi 0\3)) (..74.9 QJ.AB s &l j.ri ?.G-\

Dari Jabir ibn Abdillah bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan
seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke
hadapan Nabi saw. lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan.
Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi
memerintahkan untuk membawanya ikembali, dan kemudianiadirajam. (HR.
Abu Dawud)®

Hadis Jabir ibn Samurah
S dg e oy 38 b 02y phwg iy ade A o i) gy OT 3,00 ol 9

Dari jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. melaksanakan hukuman
rajam terhadap Ma’iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang hukuman
jilid (dera).(HR. Imam Ahmad).

67 Muslich. him. 33
68 |bid.
9 1bid. him. 34
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BAB 111
DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ATASTINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP
ANAKNYA NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

A. Deskrips Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Atas Tindak Pidana
Perdagangan Orang Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

1. Kronologi kasus
Nama lengkap Hanita Sari Nasution (HSN), tempat tanggal lahir medan 16

januari 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tingga Jl.
Bhayangkara No. 385 Kdl. Indra Kasih Kec. Medan Tembung, Kota Medan, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.

Adapun kejadian perkara tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 09 Januari
2021 sekitar pukul 01.00 wib, HSN didatangi oleh seorang lelaki yang sedang mencari
jasa pelayanan seks. Kemudian HSN mengarahkan Cindy yang tak lain adalah anak
kandungnya untuk melayani nafsu lelaki tersebut. Terdakwa dan lelaki hidung belang
tersebut menyepakati tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy
sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian HSN dan Cindy
bersamalelaki hidung belang tersebut pergi menuju Hotel Red Doorze yang berada di
Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan
masuk kedalam salah satu kamar hotel.

Sesampainya di kamar hotel, lelaki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.
350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah) kepadaHSN sebagai upah pelayanan jasa
seks kepada Cindy. Setel ah menerima uang tersebut kemudian HSN keluar dari kamar
dan menunggu Cindy di lobi hotel. Pada saat terdakwa sedang menunggu, datanglah
petugas kepolisian Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi
dari masyarakat bahwa HSN mempekerjakan Cindy sebagai pelayan seks lelaki
hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap HSN, kemudian petugas
kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari HSN yang diakui olehnya
merupakan uang yang diterimanyadari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif
jasa pelayanan seks yang dilakukan Cindy Natasyah Als Cindy tersebut.

2. Dakwaan dan Tuntutan
Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa HSN dengan bentuk
“dakwaan alternatif”. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang dibuat oleh jaksa yang
menandakan seseorang telah melakukan duatindak pidana atau lebih, dan dalam surat
dakwaan aternatif tersebut duatindak pidanaitu saling mengecualikan. Artinyasecara

70 putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn
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faktual atau nyataterdakwadidakwadengan dakwaan lebih dari 1 (satu) tindak pidana,
namun pada hakikatnya hanya 1 (satu) tindak pidanayang dipersal ahkan, hakim bebas
memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpaterikat
urutan terdakwanya’t. Bahwa perbuatan yang dilakukan HSN telah diatur dan
diancam pidana dalam pertama, Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Kedua, Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Ketiga, Pasal 10 UU RI No. 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

Tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa HSN Als Nona
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
perdagangan orang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Orang sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus
dua puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menyatakan barang bukti
berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
a. Saks Cindy Natasyah

Saks Cindy Natasyah merupakan anak kandung dari terdakwa HSN yang
berusia 19 (sembilan belas) tahun, sebagai korban tindak pidana perdagangan
orang yang diamankan ol eh Polrestabes M edan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari
2021 sekira pukul 02.00 wib di sebuah Hotel Red Doorze di Jaan Dahlia
Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Medan. Saksi berada di Hotel
tersebut karena disuruh oleh terdakwa untuk melayani lelaki hidung belang yang
mana perbuatan tersebut berlangsung sgjak bulan Januari 2021, terdakwa
menyuruh saksi tidur dengan laki-laki hidung belang untuk mencari makan, saksi
dipertemukan dengan kedua orang lelaki hidung belang di sebuah ruko di Jalan
Pancing Medan, dan terdakwa lalu menyuruh saksi kenalan dengan lelaki tersebut
lalu saksi dibawa ke Hotel Red Doorze, terdakwa dijual kepada laki-laki hidung
belang dengan harga Rp. 350.000,- (tigaratus limapuluh ribu rupiah), saksi sudah
ketigakalinyadi jual oleh terdakwa, untuk yang pertamakali perbuatan dilakukan
di Bulan Desember 2020 saksi pernah dijual oleh terdakwa di Hotel Oyo dengan
harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan kedua
kalinya dirumah orang dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) 2.

b. Saksi Rino

Bahwa saksi mel akukan pemesanan jasa seks kepada terdakwa Hanita Sari
Nasution untuk lelaki hidung belang, saks tidak mengetahui bahwa terdakwa
mempekerjakan saks korban Cindy Natasyah Als Cindy sebagal jasa seks, |elaki

71 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana (Surabaya: Airlagga University Press, 2015).him. 97
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hidung belang tersebut berbicara langsung kepada terdakwa mengenai tarif dan
menentukan lokasi yang akan digunakan untuk dilayani hasrat seksnya, terdakwa
menentukan tarif kepada lelaki hidung belang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) agar anak terdakwa yang melayani tamu untuk memenuhi hasrat
seks’,

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Sebelum menjatuhkan hukumannya, Maelis Hakim akan mempertimbangkan
perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi yang manaterdakwabisa
dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
bentuk alternatif yang pertama yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua pasal 2 ayat
(2) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang atau ketiga pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk
dternative. Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Magelis Hakim
berpendapat dakwaan alternatif pertama pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai relevansi yang
lebih kuat untuk dibuktikan, yang mana memuat unsur-unsur sebagal berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud unsur setigp orang yakni subyek hukum pelaku dari suatu
tindak pidanayang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dalam perkaraini
subyek hukumnya adalah manusia atau orang baik itu laki-laki maupun perempuan
yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas
perbuatan pidana yang telah dilakukan. Subyek hukum dalam perkara ini yaitu
terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona. Dengan demikian unsur setiap orang dalam
pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi
bayaran atau manfaat walaupun memper oleh per setujuan dari orang yang yang
memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang ter sebut
di wilayah Negara Republik Indonesia;

Maksud dari unsur diatas yaitu secaraglobal berupatindakan perekrutan orang
untuk mengeksploitasi seksual dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

3 Ibid.
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Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa Hanita Sari Nasution
AlsNonaadalah orang yang mengarahkan saks Cindy yang merupakan anak kandung
terdakwa untuk melayani nafsu lelaki hidung belang yang menginginkan jasatersebut.

Terdakwa menentukan tarif jasa pelayanan seks yang dilakukan saksi Cindy
sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah 3 (tiga)
kali memanfaatkan saksi korban untuk menjadi pekerja seks melayani hidung belang
dimanayang pertamadi Hotel Oyo terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu) untuk menjual saks korban dan yang kedua di Ruko terdakwa
mendapat bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga
kalinya di Hotel Red Doorze dengan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah). Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim
berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti .

Menimbang bahwa berdasarkan semua petimbangan tersebut diatas dengan
demikian dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi; dan
dalam persidangan M ajelis Hakim tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf maka terdakwa
harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi
hukuman pidana. Bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan
penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam perkaraini maka ditetapkan barang bukti
berupa uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tigaratus lima puluh ribu rupiah).

Daam menjatuhkan hukuman pidana, Maelis Hakim mempertimbangkan
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana berikut:
1. Ha yang memberatkan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak mora saksi korban yang merupakan anak
kandung dari terdakwa; dan
- Perbuatan terdakwatidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan
saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup
terdakwa dan saksi korban.
2. Ha yang meringankan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannyadi persidangan.
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C. Amar Putusan Hakim

Setelah memeriksa dan mendengarkan semua keterangan-keterangan para saksi di

Pengadilan Negeri Medan dan telah memeriksa semua bukti yang ada di persidangan,
maka hakim yang mengadili perkara nomor 1451/Pid.Sus/PN Mdn;

1)

2)

3)

4)
5)

6)

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nonatersebut diatas terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
4 (empat) tahun dan denda sgumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa;

Uang tuna sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk
Negara;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sgjumlah Rp. 5.000 (lima
ribu rupiah)”.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, 21 Juli 2021 oleh Hj. Murni Rozalinda, SH.,
MH, sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, SH, dan Mery Dona Tuir Pasaribu, SH.,
MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chandra Priono Naibaho, SH., Penuntut Umum dan
Terdakwamelalui Teleconference’.

7> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn
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BAB IV
ANALISISPUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN ATASTINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP
ANAKNYA NOMOR 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn
Sebelum menganalisa kasus tindak pidana ini, maka perlu dijabarkan secara

kronologis mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa
Hanita Sari Nasution Als Nona kepada anak kandungnya Cindy Natasyah Als Cindy
yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang dipekerjakan sebagal pelayan seks
sudah berjalan selama 7 (tujuh) tahun lamanya. Adapun kejadian perkara tersebut
berawal pada hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib, HSN
didatangi oleh seorang lelaki yang sedang mencari jasa pelayanan seks. Kemudian
HSN mengarahkan Cindy yang tak lain adal ah anak kandungnya untuk melayani nafsu
lelaki tersebut. Terdakwa dan lelaki hidung belang tersebut menyepakati tarif jasa
pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy sebesar Rp. 350.000,- (tigaratuslima
puluh ribu rupiah), kemudian HSN dan Cindy bersama lelaki hidung belang tersebut
pergi menuju Hotel Red Doorze yang berada di Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih
K ecamatan Medan Tembung K ota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel.

Sesampainya di kamar hotel, lelaki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.
350.000,- (tigaratuslimapuluh ribu rupiah) kepadaHSN sebagal upah pelayanan jasa
seks kepada Cindy. Setel ah menerima uang tersebut kemudian HSN keluar dari kamar
dan menunggu Cindy di lobi hotel. Pada saat terdakwa sedang menunggu, datanglah
petugas kepolisian Polrestabes Medan yang sebelumnya telah mendapat informasi
dari masyarakat bahwa HSN mempekerjakan Cindy sebaga pelayan seks lelaki
hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap HSN, kemudian petugas
kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti uang sebesar
Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari HSN yang diakui olehnya
merupakan uang yang diterimanyadari lelaki hidung belang sebagai pembayaran tarif
jasa pelayanan seks yang dilakukan Cindy Natasyah Als Cindy tersebut. Terdakwa
mengakui bahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh terdakwa
dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi Cindy
Natasyah Als Cindy sehari-hari.

Dalamn menganalisis putusan Pengadilan Negeri Medan nomor
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn terhadap penerapan hukum yang dijadikan sebagai dasar
putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanks bagi terdakwa dalam
kasus diatas, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan dakwaan Jaksa
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Penuntut Umum, terdakwa HSN didakwa dengan dakwaan alternatif yang kesatu

yakni Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang dan telah memenuhi unsur sebagaimana dalam pasal

tersebut yakni:

1. Unsur Setiap Orang

Y akni subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidananya. Dalam persidangan telah dihadirkan terdakwa
Hanita Sari Nasution Als Nonadan telah membenarkan identitasnya sebagai mana
yang tercantum dalam surat dakwaan, dan dapat menjawab pertanyaan dari
Magjelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang
terjadi, sehingga terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintai pertanggung
jawaban pidana, maka unsur dalam pasal ini terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang yang memegang
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
Negara Republik Indonesia

Maksud dari unsur diatas yaitu secara global berupa tindakan perekrutan
orang untuk mengeksploitasi seksual dengan tujuan untuk mendapatkan
keuntungan. Dalam perkara ini, terdakwa telah mengiring saks korban menuju
Hotel Red Doorze yang berada di Jalan Dahlia Kelurahan IndraKasih Kecamatan
Medan Tembung Kota Medan untuk melayani nafsu seks lelaki hidung belang.
Selanjutnya perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur penyal ahgunaan
kekuasaan, yang mana dalam hal ini terdakwa menyalahgunakan kekuasaan nya
sebagai orang tua, menyuruh anaknya (Cindy) untuk mencari uang sebagai
pelayan seks, dan perbuatan tersebut berada diwilayah Negara Republik
Indonesia. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada
dalam pasd ini.

Daam menjatunkan hukuman pidana, Maelis Hakim mempertimbangkan
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagai mana berikut:
Hal yang memberatkan
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak
kandung dari terdakwa; dan
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- Perbuatan terdakwatidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang memanfaatkan
saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi kebutuhan hidup
terdakwa dan saksi korban.

Hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannyadi persidangan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka
Majelis Hakim mengadili, menghukum dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sgumlah Rp.
120.000.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ssjumlah Rp.
5.000,- (limaribu rupiah).

Dalam perkara pidana Nomor 1451/ Pid.Sus/2021/PN Mdn tersebut terdakwa
HSN dijatuhi dakwaan yang sebagaimana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 21
Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiringan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posis rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat wal aupun memper ol eh per setujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”’’

Berdasarkan hukum materil, perbuatan terdakwa HSN dalam perkara Nomor
1451/ Pid.Sus/2021/PN Mdn diatas, jugatelah melanggar ketentuan pasal 295 KUHP
yang mana telah melakukan atau menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul oleh
anaknya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan diperberat
dengan ditambah 1/3 (sepertiga) karena perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan.

Pasal 295 KUHP
(1) Diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja
menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh
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anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya
yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya,
ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan
orang lain;

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan
sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang
tersebut dalam butir 1 diatas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya
belum dewasa atau sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang
lain.

(2) Jika yang rs melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka
pidana dapat ditambah sepertiga’®.

Penulis berpendapat bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lebih tepat
digunakan untuk mendakwa perkara yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pasal
tersebut lebih lengkap cakupannya karena mengatur mengena rangkaian proses
tindakan perekrutan orang dan sudah mencakup eksploitasi seksual yang bertujuan
untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pasal ini juga ancaman pidananya |ebih berat
yaitu diancam dengan hukuman maksimal 15 (limabelas) tahun penjara dengan denda
Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 295 ayat (1)
KUHP mengatur tentang pencabulan yang mana ancaman hukumannya paling lama
hanya 5 (lima) tahun.

Akan tetapi dalam menjatuhkan sanksi terlalu ringan karena yang melakukan
tindak pidana tersebut ialah orang tuanya sendiri. Seharusnya hakim memberikan
hukuman dengan diperberat yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai mana yang dimuat
dalam Pasal 295 ayat (2) KUHP yakni “Jika yang rs melakukan kejahatan itu sebagai
pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga”, karena terdakwa
mempekerjakan anaknya yang sebagai pekerja seks komersial selama 7 (tujuh) tahun
dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kanit Pidum Satreskrim
Polrestabes Medan, terdakwa mengakui bahwa uang hasil dari pelayanan seks yang
dilakukan oleh Cindy digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwadan
anaknya.

Dari hukuman yang maksimal tersebut terdakwa akan mendapatkan efek jera
yang lebih, sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan dapat
dijadikan contoh untuk masyarakat pada umumnya terutama bagi orang tua lainnya
agar tidak mengeksploitas anak dalam bentuk apapun terutama secara seksual. Dalam
masa sekarang, kita sering menjumpai maraknyaterjadi tindak pidana terhadap anak,
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mulal dari penelantaran, penganiayaan, pembunuhan hingga pelecehan seksual serta
perdagangan anak, dan apalagi pel akunya merupakan orang tuanya sendiri atau orang-
orang terdekat, yang seharusnya menjaga, mendidik dan melindunginya. Hal tersebut
tentu sangat memprihatinkan dan perlu adanya tindakan yang tegas dalam
memberantas kasustindak pidanatersebut, karenaitul ah seharusnya penjatuhan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak harus dihukum seberat-beratnya.

Daam putusan perkara diatas, meskipun pelaku merupakan ibu kandung dari
korban dan dengan persetujuan korban ataupun tidak, pelaku tetap dituntut dan
dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
berbunyi: “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan
tindak pidana perdagangan orang”.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn
diatas hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa hanya berfokuskan pada
penghukuman kepada terdakwa. Sedangkan peran korban dalam persidangan hanya
sebaga bagian dari pencarian kebenaran materil, yaitu sebagai saksi. Perlindungan
korban bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam penegakan hukum yang
dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam kasus diatas belum diberikan secara
serius. Bentuk perlindungan korban dapat mencakup perlindungan yang bersifat
langsung maupun tidak langsung.

Pada dasarnya perlindungan yang abstrak merupakan bentuk perlindungan
yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan
bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang
dapat berbentuk restitus ataupun kompensasi. Putusan pengadilan yang dijatuhkan
oleh hakim, merupakan perlindungan yang diberikan secara tidak langsung kepada
korban. Namun pemberian pidanatersebut tentu belum bisamemberikan rasakeadilan
yang sempurna terhadap korban. Salah satu hak korban dalam perdagangan orang
yaitu mendapatkan hak restitusi dan rehabilitasi. Rehabilitasi diberikan kepada korban
sebagal pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosia agar korban
dapat melaksanakan peranannya kembali secara waar baik dalam keluarga maupun
dalam masyarakat. Sedangkan hak restitusi diberikan kepada korban sebagai ganti
kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita
korban atau ahli warisnya.

Adapun amanat pemberian restitusi diatur lebih lanjut dalam pasal 48 UU
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
sebagai mana berikut:

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak
memperoleh restitusi.
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(2) Redtitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitus tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan
pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sgak
dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu
di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sgak
diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi,
maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitus yang
dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan’®.

Dan amanat pemberian rehabilitasi diatur dalam pasal 51 UU Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

(1) Korban berhak memperolen rehabilitass kesehatan, rehabilitas sosial,
pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan
mengalami  penderitaan baik fissk maupun psikis akibat tindak pidana
perdagangan orang.

(2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan oleh korban atau
keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja
sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain
melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah
melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan
sosial di daerah®

Dalam putusan tersebut diatas, hakim tidak memutus pemberian restitusi atau
rehabilitasi terhadap korban, karena secara hukum formil hakim tidak boleh
menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan Iebih
dari apa yang diminta (ultra petita). Pada hukum acara pidana, hakim dalam
melakukan pemeriksaan dan memutus perkara di persidangan haruslah berlandaskan

7® ‘Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang’.
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pada dakwaan yang dibuat ol eh jaksa penuntut umum, sebagai manadiatur dalam pasal
182 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), musyawarah terakhir yang diadakan oleh hakim untuk mengambil
keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segal a sesuatu yang terbukti dalam
pemeriksaan di sidang.

B. AnalissHukum Islam Terhadap Putusan Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN. Mdn

Tindak Pidana dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan Jarimah yang diartikan

sebagai perbuatan salah. Jarimah merupakan sinonim dari Jinayah, yang berarti perbuatan
yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun
yang lainnya. Dalam hukum Islam suatu perbuatan dapat dikatakan sebagal Jarimah
apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Formil (rukun syar’i) ialah adanya nash syara’ yang melarang perbuatan itu

dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Nash syara’ merupakan asas
legalitas dalam hukum pidana dimana tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang
berakal sebelum datangnya nash®.
Unsur Materil (rukum maddi) ialah adanya tingkah laku yang membentuk jarimah,
baik berupa perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun sikap tidak berbuat®.
Unsur Moral (rukun adabi) ialah adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini
berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang hanya dikenakan atas orang yang
telah baligh, berakal sehat, dan ikhtiar (kebebasan dalam berbuat)®3.

Jarimah atau Jinayah berdasarkan berat dan ringanya hukuman, maka dibagi

menjadi 3, yaitu:

1)

2)

Jarimah Hudud, ialah jarimah yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman
yang telah ditentukan secara tegas dan pasti oleh hukum syara’ mengenai macam dan
jumlahnya, sertabersifat tetap, tidak dapat dihapus atau diubah dan menjadi hak Allah,
karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat)®*. Diantaranya yaitu: gadzaf
(menuduh zina), zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, khamr (minum-
minuman keras), dan murtad (keluar dari Islam). Hukumannya berupa dera, rgjam,
potong tangan , penjara/kurungan seumur hidup, dibunuh, pengasingan/deportas dan
disalib®.

Jarimah Qisas dan Diyat, ialah jarimah yang diancam dengan hukuman gisas
(hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah

81 Marsaid, Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, Cet 1
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ditentukan batasan hukumanya yang merupakan hak individu (wali dan korban),
artinya dapat terhapusnya hukuman apabila kel uarga korban memaafkan si pelaku®®.

3) Jarimah Ta’zir, ialah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir , yaitu hukuman
yang bersifat penggjaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan
hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim)®’.

Budak atau hamba sahayadalam Islam disebut dengan ragabah yang berarti budak,
hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu, yang mana
harus bekerja untuk majikan dan dapat diperjua belikan. Perbudakan atau perdagangan
orang merupakan sistem segolongan manusia yang mana kebebasan hidupnya dirampas
untuk kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam Alqur’an kata Ragabah dengan
berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar di berbagai surat/ayat.

Karena itulah Allah melarang segala mecam bentuk perbudakan dan justru
memerintahkan untuk membebaskan manusia dari segala perbudakan sebagaimana
Firman-Nya dalam QS Al-Balad ayat 11-13:

FE12 TN SRR S AW IR SRR Apess IOH
“Maka tidakkah sebaiknya (déngan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi

sukar ?Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (Yaitu) melepaskan
budak dari perbudakan” (QS. Al-Balad: 11-13).

Perdagangan orang dalam hukum Islam seperti halnya perbudakan dianggap telah
merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan
manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak tuhan, sedangkan manusia
yang memperbudak manusia lain sama halnya dengan ia memposisikan dirinya dengan
tuhan. Allah SWT mengancam dengan keras bagi siapa sgjayang menjual manusiadengan
ancaman permusuhan di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Qudsi
Imam a-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadits Abu Hurairah ra.

eﬁr@m&ufﬁ}u:&\‘j@:J@@Ldjag;&\w@d\yw&\wjéﬁﬁgfds
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“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT
berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar
saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua,
seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seseorang
yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan
tetapi dia tidak membayar upahnya”. (HR. Bukhari).

Hadis diatas menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) golongan yang akan menjadi musuh
Allah SWT di hari kiamat kelak, tiga golongan tersebut yaitu: Pertama; orang yang
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bersumpah dengan nama Allah tetapi ia mengingkarinya. Orang-orang yang mudah
bersumpah dengan atas nama Allah namun ia tidak bersungguh-sungguh untuk menepati
sumpahnya dan bahkan ingkar maka tidak ada tempat untuk berlindung dari kesengsaraan
yang akan dialaminya di hari kiamat nanti. Kedua; orang yang melakukan perdagangan
orang. hukum memperdagangkan orang yang merdeka adalah haram, pelakunya kelak di
hari kiamat akan mendapat kesengsaraan dan dosa. Ketiga; orang yang tidak membayarkan
upah pekerjanya, orang-orang ini kelak akan masuk kedalam golongan yang akan menjadi
musuh Allah di hari kiamat nanti.

Untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, Allah telah mensyari’atkan
hukum Islam, baik untuk kemaslahatan individu maupun masyarakat dan atau keduanya.
Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan
berupa perintah dan larangan yang disertai dengan ancaman dan hukuman baik duniawi
maupaun ukhrawi ketika dilanggar®. Perdagangan orang dalam hukum Islam seperti
halnya perbudakan dianggap telah merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak
Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar
hak tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama halnya dengan ia
memposisikan dirinyadengan tuhan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang
berupa hukuman ta’zir, karena dalam Al-Qur’an dan hadis tidak ada ketentuan yang jelas
mengenai hukumannya, maka mengena bentuk dan ukurannya ditentukan berdasarkan
keputusan ijtihad hakim atau imam yang berwenang.

Jarimah ta’zir menurut ‘Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman
ta’zir, yaitu jarimah yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya. Sedangkan menurut
Abu Zahrah, jarimah ta’zir adalah tindak pidana (jarimah) yang bentuk hukuman dan
kadarnyatidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (syara’) dalam teks, tetapi kadar
bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (perintah dan lembaga pengadilan). Dan
menurut al-Mawardi mengartikan jarimah ta’zir sebagai hukuman pendidikan atas
perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya
sebagai mana hukuman hudud®.

Dalam menyelesaikan suatu perkara yang termasuk jarimah ta’zir, hakim diberi
wewenang untuk memilih hukuman yang paling ringan ataupun hukuman yang paling
berat sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam menjatuhkan hukuman,
hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukukam yang
akan dijatuhkan kepada pelaku.

Hukuman ta’zir ini terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Hukuman yang berkaitan dengan badan
a. Hukuman Mati

88 Hasnawati.
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Dalam menerapkan hukuman mati, para fugaha’ berbeda pendapat. Menurut
Hanafiyah membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak
pidana yang dilakukan berulang kali. Menurut Malik, asy-Syafi’i dan Ahmad, hukuman
mati dapat diterapkan kepada pelaku liwat (homoseksual) baik pelakunya muhsan dan
ghairu muhsan®. Dengan alasan hadis riwayat Abu Dawud:
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Dari Ibnu ‘Abbas berkata, Rasulullah saw Bersabda:”’Barangsiapa yang kamu
temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelaku
dan objeknya”.(HR. Abu Dawud)

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang efektif
memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan lebih bersifat represif, karena
hukuman cambuk dirasakan langsung oleh pelaku secara fisk dan jumlahnya pun
disesuaikan berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Hukuman cambuk juga berbeda
pendapat dalam jumlahnya. Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 (tiga
puluh sembilan) kali, sedangkan menurut Madzhab asy-Syafi’i boleh sampai 75 kali,
tetapi tidak boleh melebihi had qadzaf yaitu 80 kali.

2. Hukuman yang berkaitan dengan badan
a. Penjara
Menurut bahasa berasal dari kata al-Habsu yang berarti menahan,
maksudnya yitu menahan seseorang agar tidak mel akukan suatu perbuatan hukum,
baik penahanan itu dilakukan di rumah, masjid, maupun tempat lain. Hukuman
penjara batas minimalnya menurut asy-Syafi’i tidak boleh melebihi batas satu
tahun. Mereka menggiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam had zinayang
lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta’zir tidak boleh melebihi hukuman
hadd.
b. Pengasingan
Hukuman pengasingan termasuk hukuman hadd yang diterapkan untuk
pelaku tindak pidana perampokan (hirabah) sebagaimanafirman Allah dalam QS.
Al-Maidah (5) ayat 33:
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“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau
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disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau
dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksa yang
berat”. (QS. Al-Maidah: 33)

Hukuman ini dijatunkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh
kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk
menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

3. Hukuman Ta’zir lainnya

a

Peringatan keras

Peringatan keras merupakan peringatan yang dilakukan di luar
persidangan dengan mengutus seorang yang dipercaya oleh hakim untuk
menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan keahatan. Hal ini
dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan ol eh pel aku
belum memasuki tingkat yang amat berbahaya.

Pengucilan

Hukuman pengucilan menurut ‘Audah yaitu melarang pelaku untuk
berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk
berhubungan dengan pel aku®?.
Celaan

Pada umumnya sanksi celaan dan sanks peringatan keras dijatuhkan
kepada orang yang melakukan maksiat karena tidak mampu mengendalikan diri,
bukan karena kebiasaan melakukan jahat.
Pemecatan

Y aitu melarang seseorang dari pekerjaan atau jabatan dan diberhentikan
dari pekerjaan tersebut. Sanksi pemecatan ini dapat diterapkan dalam bentuk
kegjahatan apapun, meskipun tidak adanya hubungan antara kejahatan yang
dilakukan dengan pekerjaan atau jabatannya.

Publikasi

Sanksi publikasi ini biasanya dilakukan dengan cara memberitahukannya
kepada masyarakat luas bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dengan
membawa pel akunya.

Islam pada dasarnya melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan

mudharat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam hal ini khususnya perempuan.

Daam

putusan perkara Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, perbuatan terdakwa Hanita

Sari Nasution Als Nona telah memenuhi unsur-unsur jarimah baik unsur formil, materil
dan moral. Sanks dalam perkara tindak pidana perdagangan orang bagi pelakunya yaitu

91 Rokhmadi.
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dikenai hukuman ta’zir. Ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pengajaran terhadap
perbuatan-perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had atau perbuatan-perbuatan
yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tapi syarat-syarat nya tidak cukup. Sanks yang
ditentukan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah ta’zir yang berfungsi untuk
memberikan pelgjaran bagi s pelaku dan untuk mencegah pelaku agar tidak mengulangi
kegjahatan yang serupa, adapun mengenal pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada
penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang
dilakukannya.

Menurut penulis, hukuman pokok bagi pelaku jarimah perdagangan orang ini
adalah pidana penjara atau kurungan. Ukuran sanks pada perdagangan orang jarimah
ta’zir ini diserahkan berdasarkan ijtihad dan keputusan dari Majelis Hakim. Hakim
diberikan kekuasaan penuh untuk memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undang yang berlaku, sebagaimanatelah dijelaskan Al-qur’an surah Al-Maidah ayat 49:

S A J5 T Jamy o8 Dgindd O aydry esloal 2 ¥y W 51 & i o811
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“dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah
terhadap mereka, jangan sampai mereka member dayakan engkau terhadap sebagian apa
yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah
diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak

menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan
sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49).

Selain memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara atau kurungan, hakim
sebagai Ulil Amri yang diberi kekuasaan untuk memutus suatu perkara sebagaimana
hukum perundang-undangan yang berlaku, dan dapat memberikan hukuman atau sanksi
tambahan berupa denda kepada pelaku perdagangan orang. Pada intinya, sanksi jarimah
ta’zir terhadap pelaku perdagangan orang diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim
agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan serta memperhatikan
kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum ta’zir
berlaku sesual dengan tuntutan kemasl ahatannya.

Sadlah satu contoh formulasi penergpan hukuman ta’zir yaitu di negara
Terengganu. Salah satu negara bagian Malaysia yang menerapkan hukum Islam dan juga
memberlakukan peraturan pidana mengenai jarimah ta’zir. Pemidanaan terhadap pelaku
tindak pidana pelacuran tertuang dalam Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan
Jenayah Syariah (Takzir) (Trengganu) 2001 yang secara spesifik tertulis pada Bahagian
IV — Kesalahan Y ang Berhubungan Dengan K esusilaan Seksyen 27 sebagai mana berikut:
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Seksyen 27. Melacurkan isteri atau anak.

(1) Mana-mana suami yang melacurkan istrinya atau membiarkan istrinya melacurkan
dirinya adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda
tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga
tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mana-mana
kombinasi hukuman itu.

(1) Mana-mana ibu bapa atau penjaga yang melacurkan anaknya atau kanak-kanak yang
di bawah jagaannya atau membenarkan anaknya atau kanak-kanak yang dibawah
jagaannya itu melacurkan adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila
disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama
tempoh tidak melebihi tiga tahun atau disebat tidak melebihi enam sebatan atau
dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu®.

Dalam Pasal 1 Seksyen 27 diatas dijel askan Setiap suami yang melacurkan istrinya
atau membiarkan istrinya melacurkan dirinya sendiri bersalah karena melakukan
pelanggaran dan diancam dengan pidana denda tidak lebih dari lima ribu ringgit atau
penjara untuk jangka waktu tidak Iebih dari tigatahun atau cambuk tidak melebihi enam
kali cambukan atau dihukum dengan kombinasi hukuman itu. Sedangkan dalam Pasal 2
menyatakan bahwa setiap orang Setiap orang tua atau wali yang melacurkan anaknya
atau anak di bawah asuhannya atau membiarkan anak atau anak di bawah asuhannya
melakukan pelacuran, bersalah karena melakukan pelanggaran dan diancam dengan
pidana denda paling banyak limaribu ringgit, atau hukuman penjara untuk jangka waktu
tidak lebih dari tiga tahun atau cambuk tidak Iebih dari enam cambukan atau dihukum
dengan kombinas hukuman semacam itu.

Pada dasarnya seseorang tidak boleh memaksakan keinginan kepada orang lain,
karena pada dasarnya manusia memiliki kebebasan. Namun dalam kehidupan di dunia
pada hakikatnya terkadang keleluasaan dari seseorang tersebut dibatasi, sehingga dirinya
terpaksamel akukan suatu perbuatan yang sesungguhnya perbuatan tersebut tidak disukai.
Daam kasus perkara Nomor 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn diatas, perbuatan Cindy yang
mana sebagal pelayan seks lelaki hidung belang berdasarkan hukum Islam telah
memenuhi unsur materil dari suatu tindak pidana, meskipun perbuatannya tersebut
dipaksa oleh orang tuanya.

Ikrah (paksaan) merupakan keadaan darurat yang dialami oleh seorang dalam
kehidupan sehari-hari dalam menjalankan ketentuan syariat agama. Hukum islam
memberikan pengecualian yang berarti bahwasyariat memberikan keringanan bagi orang
yang dipaksa seperti misalnya terangkatnya dosa dari dirinya pada saat melakukan

92 ‘Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Trengganu) 2001 Yang Secara Spesifik
Teetulis Pada Bahagian IV — Kesalahan Yang Berhubungan Dengan Kesusilaan’.
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sesuatu yang dipaksakan tersebut, atau tidak ada hukuman baginya dalam hukum islam.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW.

Loy Oty (ad-1 2ol oo ag dll 0) 0 JB = Whug ade ) oo — ) 8 il ) o8

Diriwayatkan dari ibnu Abbas dari nabi SAW bersabda: sesungguhnya Allah
mengangkat kesalahan dari ummat ku karena tersalah, karena lupa dan dipaksa®.

Dalam hukum Islam berlakunya keadaan ikrah memiliki syarat dan ketentuan bagi
orang yang dipaksatersebut, apakah ada ancaman yang diarahkan kepadanya atau sesuatu
yang dapat melukai tubuhnya seandainya perbuatan tersebut tidak dilakukan. Menurut
paraulamaikrah dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu®*:

a. lkrah Tam atau Mulji / al-ikrah Kaamil
Y aitu suatu paksaan yang sangat mengancam orang yang dipaksa dan orang tersebut
tidak dapat menghindar. Misalnya adanya ancaman yang dapat menyebabkan
hilangnya nyawa atau terukanya anggota tubuh.

b. lkrah Nagish atau Ghairu Mulji
Yaitu suatu paksaan yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan
hilangnya nyawa atau cacat dari seorang yang dipaksa. Misalnya penahanan dan
pemukulan yang tidak mematikan.

c. lkrah ma’nawy
Yaitu suatu paksaan yang berupa ancaman untuk menahan setigp orang yang
berhubungan kel uarga dengan orang yang dipaksa tersebut, baik itu orang tua, anak,
isteri, suami.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ketika seseorang dipaksa untuk melakukan
zina, maka paksaan tersebut hukumnya tidak boleh dilaksanakan sekalipun dia diancam
untuk dibunuh. Mereka mengatakan bahwa zina merupakan pembunuhan secara
tersembunyi dan zina dapat merusak nasab (keturunan)® dan bertentangan dengan
magashid syariah.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh Cindy Natasyah dalam perkara Nomor
1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn menurut hukum Islam tetap dijatuhi hukuman had
perzinaan, meskipun dia suruh oleh ibunya namun dalam hal ini tidak ditemukannya
unsur paksaan atau ancaman yang menyebabkan hilangnya nyawa atau pukulan berat

9 Mahmudin Mahmudin, ‘Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam’, Al-Falah: Jurnal llmiah Keislaman
Dan Kemasyarakatan, 20.2 (2020), 133-44. him.134
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yang mengakibatkan cedera. Terdakwa hanya menyuruh Cindy melakukan perbuatan
zina tersebut untuk mencari makan tanpa adanya ancaman, dan Cindy menuruti
perkataan terdakwa dengan alasan takut berdosa karenatidak menuruti perintah ibunya.

Dalam hukum Islam juga telah dijelaskan bahwa kita diperbolehkan untuk tidak
menuruti perintah orang tua apabila perintah tersebut untuk berbuat maksiat sebagaimana
Firman Allah dalam QS. Lugman ayat 15 :
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“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali
kepada-Ku, kemudian hanya kepadaKulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu
apa yang telah kamu kerjakan” (QS. Lugman: 15)

Dengan demikian perbuatan zina yang dilakukan oleh Cindy Natasyah atas
perintah dari orang tuanya, maka Cindy dapat menolaknya karena hal tersebut telah
bertentangan dengan syariat Islam dan telah dijelaskn dalam Alguran Surah Lugman ayat
15 tersebut diatas.
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BABV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atasterkait tinjauan hukum islam mengenai tindak
pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya (Analisis
putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn), maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:

Dalam putusan perkara diatas, meskipun pelaku merupakan ibu kandung dari
korban dan dengan persetujuan korban ataupun tidak, pelaku tetap dituntut dan
dipidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hukum yang
dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara nomor:
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan terdakwa dalam putusan
tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar hukum.
Daam menjatuhkan pidana Maelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan
terdakwa bak yang meringankan maupun yang memberatkan.

a. Ha yang memberatkan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan anak
kandung dari terdakwa; dan
- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang
memanfaatkan saksi korban selaku anak untuk mencari uang memenuhi
kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban.
b. Hal yang meringankan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannyadi persidangan.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan,
maka Mg elis Hakim mengadili, menghukum dan menjatuhkan sanksi pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.
120.000.000.00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sgjumlah Rp.
5.000,- (limaribu rupiah).

Sedangkan daam hukum Islam dalam putusan perkara Nomor:
1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn, perbuatan terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nonatelah
memenuhi unsur-unsur jarimah baik unsur formil, materil dan moral. Sanks dalam
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perkara tindak pidana perdagangan orang bagi pelakunya yaitu dikenai hukuman
ta’zir. Ta’zir merupakan hukuman yang bersifat penggjaran terhadap perbuatan-
perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had atau perbuatan-perbuatan yang
sudah pasti ketentuan hukumnya, tapi syarat-syarat nya tidak cukup. Sanks yang
ditentukan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah ta’zir yang berfungsi untuk
memberikan pelgaran bagi s pelaku dan untuk mencegah pelaku agar tidak
mengulangi kejahatan yang serupa, adapun mengenal pelaksanaan hukumannya
diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan
kejahatan yang dilakukannya.

Selain memberikan hukuman pokok berupa pidana penjara atau kurungan,
hakim sebaga Ulil Amri yang diberi kekuasaan untuk memutus suatu perkara
sebagaimana hukum perundang-undangan yang berlaku, dan dapat memberikan
hukuman atau sanksi tambahan berupa denda kepada pel aku perdagangan orang. Pada
intinya, sanksi jarimah ta’zir terhadap pelaku perdagangan orang diserahkan
sepenuhnya kepada Maelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesual dengan
jarimah yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana
dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum ta’zir berlaku sesuai dengan tuntutan
kemasl ahatannya.

B. Saran
1. Bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa

pandang bulu untuk menindak para pelaku tindak pidana perdagangan orang,
sehingga angka kejahatan perdagangan orang dapat ditekan.

2. Jika ingin memberantas kejahatan perdagangan orang ini, maka perlu adanya
kesadaran dan pemahaman dari semua lapisan masyarakat bahwa perdagangan
orang merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM berat, dan sigpapun yang
melanggarnya akan dikenal sanksi yang tegas.

3. Perlu adanya perlindungan yang khusus untuk memenuhi hak-hak korban dalam
perdagangan orang terutama korban perempuan dan anak
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LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Momaor 1451/Pid Sus/2021/PN Mdn.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan MNegerl Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara
pemenksaan biasa dalam ungkal pesama mengaiubkan pulusan sebagal berkut
dakam perkara Terdakwa

Mama Lengkap T Hanlta San Masubon Als Nona;

Termpal Lahir : Medan ;

Umtur atau tanggal Lahir — : 42 Tahun [ 16 Januari 1979,

Jenis Ketamin : Peremmnpuan;

Kebangsaan ¢ Indonesia |

Tempat Tinggal - JlBhayangkara Mo 385 Kel.indra Kasih
Kec. Medan Tambung., kKota Medan,

Agama L Islam |

Pekerjaan ¢ lbu Rumah Tangga,

Pendidikan * Istarm;

Telah ditahan berdasarkan Penetapan
1. Pemydik seak tanggal 10 Januwar 2021 sampal dengan tanggal 29 Januari
2021;
2. Perpanjangan oleh Penuniid Umuem Sejak tanggal 30 Januar 2021 sampai
dengan tanggal 10 Maret 2021
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengaditan Meger Medan | sejak tanggal 11 Maret
2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengaditan Negen Medan || sejak tanggal 10 April
2021 sampal dengan tangoal 09 Me 2021,
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Me:
2021,
6. Hakim Pengadilan Negen Medan sejak tanggal 20 Mel 2021 sampai dengan
tanggal 18 Juni 2021,
7. Parpanjangan oleh Wakil Kelua Pengadilan Megerl sejak tanggal 19 Jund
2021 sampa: dengan fanggal 17 Agusius 2021
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setefah Membaca |
Penatapan Ketua Pengadilan Meger Medan Nomor 1450PK Sus/202 1PN
Kidm tangogal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Mabwran 1 dan 14
Putersan Nomor 1485080 Susf202 1PN, Madn
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Penatapan Majelis Hakim Nomor 1451Pd Sus202 0PN Mdn tanggal 20 Mei
2021 tentang penstapan harl sidang,
Berkas perkara dan surat-surat lain yang hersanghkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sena
mamperhatikan bukts surat dan barang bukh yang diajukan di persidangan;
Setelah mandengar pembacaan winiutan pdana vang diajukan obel Penumul
Umiiim yang pada pokokiya sebagai ekt |

1, Menyatakan terdakwa Hanita Sarl Masution Als Mona telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika °Perdagangan
Crang” melanggar Pasal 2 ayal (1) LU BRI N2l Tahun 2007 Teniang
Pemberantasan Tindak Pidasa Orang  sebagaimana  dakwaan  Peftama
Panumul umum

2. Menjatuhkan pidana oleh karena ilu dengan pidana penjara selama 4
{empatiiahun déurangl selama erdakwa berada didalam tahanan dengan
perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,-
{Seratus dua pulub dus juta ruplah) subsidalr 3 (hga) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukil benspa:

- Uang tunaisebesarRp. 350.000.- (Uga ratis bma pubub ribu rupiah)

Dirarngas uniuk Negara

4, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Bp. 5.000.- fima
Tibu rupdah);

Menmmibang, bahwa atas Tuntutan dan Penumut umum fersebut, Terdakwa telah
mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokokmya mabon
keringanan  bukuiman, dan  mengaku  bersalah  sera  telah  menyesal  atas
perbusatanmya dan beranj tidak akan mengulangl lagl perbsatanmya dikemudian harl |

Hedaman 2 e 14
Purlerman Nomor 145 1P Sus202 LN, Man
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Menimbang, babwa atas Permohonan dan lerdakwa tersebist, Penumtut Umium
tetap pada tuntutanmya dan terdaloa menyatakan tetap pada permohananmya;
Memmbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Limam
diakwa berdasarkan sural dakwaan sebagal berikut
DAKWAAN
PERTAMA
*Babira inTerdakwaHanita Sari Nasution Als Nonapada hari Sabhi tanggal 09
Januar 2021 selira pukul 02.00 wib, atau setidak-tidakrya pada suatu wakiu antara
bulan Januantahun 2021 atau setlak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat o Hatel
Red Doorze di Jalan Dahlia Kelwahan indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota
Medan, atay setidak-tidakimva pada suaty tempal terteniy yang masit termasuk
daerah hukum Pengadilan Megeri Medan yang berhak dan berwenang memaernkesa
dan mengadili perkara tersebut, “vang melakukan pereknian,  penganghkutarn,
pEnAMpUNgan, pengiiman, pemindaban, atey penerimasn sesearang  dengan
ancamarn Kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pomyekapan, pemalsuan,
penipuan. penyalahgumaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
memberi bayaran aiau manfaat walaupun memperoleh persetujean darn orang yang
memegang kendali atas crang lain unituk tupian mengeksplotasi orang tersebut di
Wilayah Megara Republik indonesia®, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan
cara sebagal benkul
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januarl 2021 sekira pukul 0100 wib, terdakwa
Hanila Sari Nasution Als Mona didatangi oleh lelaki hidung belang yang mencari
jasa pelayanan seks, kemudian terdabwa mengarahkan saksi Cindy Matasyah Als
Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa uniuk melayani nafsu lelaki hidung
belang persebit dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy Natasyah als
Cindy sebagal pekera seks sudah beralan selama 7 (tujuh) Tahun, selanjutya
terdalowa dan lelaki hidung Balang tersebut sepakat tarif jasa pelayanan seks yang
dilabukan oleh saksi Cindy Matasyah Als Cindy adalah sebesar Rp. 350.000 - (tiga
ratus ma puluh ribu ropiah), kemudian erdakwa dan saksi Cindy Matasyah Als
Cindy bersama lelak hidung belang tersebut pergl mendju Hotel Red Doorze Jalan
Dahka Kelwahan Indra Kasilh Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan
masuk kedalam salah satu kamar hoted labo lelakd hidung belang menyerabkan
uang sebesar Rp, 350.000.- (ga ratus lima puluh fibu upish) sebagai upah
pelayanan jasa seks kepada saksl Cindy Matasyah Als Cindy yang diterima obeh
terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dan kamar hotel dan menunggu saksi Cindy
MNatasyah Als Cindy yang sedang melayani natsu lelaki hidung belang di lobi hotel
sedangkan saksi Cindy Matasyah Als Cindy berada didalam kamar metayani nafsu

Hataman 3 dan 14
Purersan Nomor 1451/P Sus202 LN, Mdn
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seks lelaki hdung belang tersebtwt, selanjuinya pada saal terdakwa sadang
meanungou saksi Cindy Matasyah Als Cindy di iohi hotel, datang petugas kepolizian
Polrestabes Medan (saksi Benni Asdinal SH, saksi Zefry Madapdap $H) yang
mendapat informasi dard masyvarakal bahwa terdakwa memperkerjakan saksi
Cindy Matasyvah Als Cindy yang merupakan anak terdakwa sebagal pelayvan seks
lelaky Madung belaryg lalu melakukan penangkapan terhadap erdakoesa, kemudian
petugas kepaolisian Palrestabes Medan menemukan serta memdta barang bukti
uang sebesar Rp. 350.000.- (lga ratus lima puluh ribu ruplah) dar terdakwa yang
diakui ofeh terdakwa adalah wang vang deterima ferdakwa darl lelaki edung belang
sebagal pembayaran tarl jasa pelayananseks yang dilakukan saksi Cindy
Matasyah Als Cindytersebut, laly pelugas kepoisian juga berhasi mengamankan
saks: Cindy Matasyah Als Cindy dimana saksi Cindy Natasyah Als Cindy mengaku
bahwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan oleh terdakwa sebagai
pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakwa mengakui bahwa uang
pembayaran jgsa pelayanan scks yang diterima obeh terdakwa dipergunakan oleh
terdakwa unfuk kebituhan hidup terdakwa dan saksi Clindy Matasyah als Cindy
sehari-han. Selanjuinya terdakwa dihawa ke Polrestahes Medan guna pengusutan
lehih lanjut;

Perbuatan Terndalwasebagaimana duatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) UL RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Masufion Als Mona pada hari Sabtu tanggal 09
Januar 2021 selora pukul 02.00 wib, alau sehdak-tidakiva pada suatu wakiu antara
bulan Januan tahun 2021 atau setidak-tdaknya pada 1ahun 2021, beriempat di Hotel
Red Doorze di Jalan Dahlia Kelwahan indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kola
Medan, atau setidak-idaknya pada suaiu lempal tertentu yang mash ermasuk
dagrah hukum Pengadilan Megeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa
dan mengadil perkara tersebut, *Jika perbustan sebagaimana dimaksed pada ayal 1
mengakibatkan orang terekspioltast, perbuatan mana dilakukan erdakwa dengan
cara sebagal bertkul
- Bafnwa pada han Senin tanggal 09 Januan 2021 sekira pukol 01.00 wib,

terdakwa Hanita San Nasution Als Nona didatang oleh lelaki hidung Delang yang

mencar jasa pelavanan seks, kemudian terdakwa mengarabkan saksi Cindy

Matasyah Als Cindy yang merupakan anak kanding terdakwa untuk melayan

natsu lelaki hidung belang tersebul dimana terdakwa memperkerjakan saksi Cindy

Natasyah Als Cindy sebagal pekera seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahun,

Hedamnan 4 oar 14
Purlerman Nomor 145 1P Sus202 LN, Man
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selanjutiya lerdakwa dan lelaki hidisng belang lersebul sepakal tanl jasa
pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Matasyah Als Cindy adalah
sebesar Rp, 350,000, (bga ratus ima puluh b ropiah), kemuodian erdakwa dan
saks: Cindy MNatasyah Als Cindy bersama lefaki hidung belang tersebut perge
menuju Haotel Red Doorze Jalan Dahlia Kelurahan indra Kazih Kecamatan Medan
Tembung Kota Medan dan masuk kedatam salah satu kamar hotel lalu belaki
hidung belang meryerahkan vang sebesar Rp. 350.000.- (liga ratus lima pulub b
rupiah) sebagai upah pelayanan jasa seks kepada saksi Cindy Matasyah Als Cindy
yang diterma oleh terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dar kamar hotel dan
menunggu saksi Cindy MNatasyah Als Cindy yang sedang melayan natsu lelak
hidung belang di ol hotel sedangkan saksi Cindy Natasyah Als Cindy berada
didalam karmar melayani nafeu seks lolaki hdung belang tersebul, selangutnya pada
saal terdakwa sedang menunggu seksi Cindy Matasyah Als Cindy & fobi hotel,
datang petugas kepolisian Porestabes Medan (saksi Benni ardingl,SH, saksi Zefry
Nadapdap SH) yang mendapal informasl darl masvarakal babwa lerdakwa
meamperkerjakan saks| Cirdy Natasyah Als Cindy yvang merupakan anak terdakwa
sebagai pelayan seks lelaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap
terdakwa, kemudian petugas kepalisian Polrestabes Medan menemukan serta
menyita barang bukt wang sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus ma puluh nbu
rupah) dan (erdakwa yang diaku oleh terdakwa adalah vang yang diterima
terdakwa dari lelaki hidung belang sebagal pembavaran tarl jasa pelayanan seks
yang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cindy tersebut, laly petugas kepaolisian
juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyah Als Cindy dimana saks: Cindy
Natasyah Als Cindy mengakul balmwa saksi Cindy Natasyah Als Cindy dipekerjakan
oleh terdakwa sebapgal pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakea
mengakul bahwa vang pembayaran jasa pelayanan seks yang ditenima oleh
terdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kehutuban hidup terdakwa dan saksi
Cindy Matasyah Als Cindy sehan-har. Sslanjuinya  terdakwa  dibawa ke
Polrestabes Medan guna pengusutan lebin lanjul

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat
(2) UL RI Mo.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

ATAU
KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona pada hari Sabtu tanggal 09
Januar 2021 selora pukul 02.00 wib, slau setidak-tidaknya pada suatu wakbu antara
bulan Januan tahun 2021 atau setidak-idaknya pada tahun 2021, beriempat di Hotel
Red Doorze di Jalan Dahiia Kelwahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembing Kota

Hadaman 5 dan 14
Puersan Normar 14519 Sus202 LN, Madn
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Medan, atau selidak-fidaknya pada suitu lempal lerenty yang masih lermasuk

daerah hukum Pengadilan Negerl Medan yang berhak dan berwenang memerikea

dan mengaili perkara tersebut,, “Yang membantu atau melakukan percobaan untuk

melakukan tindak pidana perdagangan orang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa

dengan cara sebagal berkut

= Bahwa pada han Senin tanggal 09 Januar 202% sekira pukud 0100 wib,
terdakwa Hanita Sari Nasution Als Nona didatangi oleh letaki hedung belang vang
mencarl {asa pedayanan seks, kemudian ierdakwa mengarahkan saksl Clndy
Matasyah Als Cindy yang merupakan anak kandung terdakwa untisk melayani
nafzu lelakl hidung bedang ersebul dimana lerdakea memperkerjakan saksi Cindy
MNatasyah Als Cindy sebagal pekerja seks sudah berjalan selama 7 (tujuh) Tahum,
selanjutnya terdakwa dan lelaki hideng belang tersebut sepakat tanf jasa
pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Matasyah Als Cindy adalah
sebesar Rp. 350.000.- (Hga ratus ma puluh ibu rupian), kemudian erdakwa dan
saks: Cindy Matasyah Als Cindy bersama lefaki hidung belang tersebul perge
menuju Hatel Red Doarze Jalan Dahlia Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan
Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu kamar hotel [alu lelaki
hidung belang menyerahkan vang sebesar Rp. 350,000, - (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah) sebaga upah pelayanan [asa seks kepada saks Cindy Matasyah Als Cindy
yang diterima aleh terdakwa. Kemudian ferdakwa keluar dan kamar hidel dan
menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang sedang melayani nafsu |elaki
hidung belang di lobd hotel sedangkan saksi Cindy Malasyah Als Cindy berada
didalam kamar metayan nafsu seks lelaki hdung belang tersebut, zelanjutnya pada
saal terdakwa sedang menunggu saks| Cindy Matasyah Als Cindy o lobi hotel.
datang petugas kepolisian Porestabes Medan (saksi Benm Ardinal SH, =aksi Zefry
Madapdap SH) yang mendapat informasi dan masyarakat bahwa terdakwa
memperkerjakan saksi Cindy Natasyah Als Cindy yang menpakan anak terdakwe
sebagal pelayan seks lefaki hidung belang lalu melakukan penangkapan terhadap
terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polrestabes Medsn menemukan serta
menyita barang bukll uang sebesar Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh rbu
rupiah) dan terdakwa yang diakul oieh terdakwa adalah wang vang diterima
terdakwa dan lelak hidung belang sebagal pembayaran tanf jasa pelayanan seks
vang dilakukan saksi Cindy Natasyah als Cindy tersebut, lalu petingas kepalisian
juga berhasil mengamankan saksi Cindy Natasyvah Als Cindy dimana saksi Cindy
Matasyah Als Cintdy mangakui bafwa saksi Cindy Matasyah Als Cindy dipekerjakan
oleh terdakwa sebagai pelayan seks nafsu hidung belang. Kemudian terdakea
mengakul hahwa uang pembayaran jasa pelayanan seks yang diterima oleh

Hataman 6 dan 14
Purersan Nomor 1451/P Sus202 LN, Mdn
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terdakwa dipergunakan ofeh terdakwa untuk kebutuhan hidup terdakwa dan saksi
Cindy Natasyah Als Cindy sehari-har. Selanjuinya terdakwa dibawa ke
Folresiabes Medan guna pengusutan iehih Lanjut

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU
Rl Mo.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Memmbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebul, Terdakwa
memyvatakan felah mengesti dan Tesdakwa menyatakan tidak merngajukan Eksepsi
{Keberatan},

Mermimbang, bahwa untuk membuldikan dakwaannya, Penunful Umwem 2lah

mengajukan saksl-saks sebagal berikul

1. Saksi Cindy Natasyia, dibawah siempah pada pokokrmda menerangkan sebagai
bt
Bahwa saksi menerangkan sewaktu hadir dipersidangan datam keadaan sehat
jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang bemar, mengert
sebabnya dipenksa sebagai =aksi,
Bafwwa sakst mengetahui sebabnya saksi diperiksa dan dimintal keterangan
dipersidangan sehubungan dengan dengan diamankan oleh pelugas Kepolisian
karena melayan| lelakl hidung belang:
Balwa saks diamankan pada han Sabiu tanggad 09 Januan 2021 sekira pukul
0200 wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian Polrestabes Medan di sebuah
Haotel Red Doorze di Jalan Dabila Kelurahan Indra Kasin Kec, Medan Tembung
Kota Medam;
Bafwa petugas kepalisian juga metakukan penangkapan ferhadap terdakwa yang
mernupakan (b dar saksi karena telah menjual jasa seks dengan membearikan
saksi umuk melayans saksi lelaki hidung belang,
Balnwa saksi sebagai korban penjualan seks oleh lelaki hidung belang ©
Bahwa saksi ada disuruh oleh terdalwa untuk tdir dengan letaki hidung befang
Sejak Bulan Januar 2021,
Bafwa terdakwa menyuruh saksi tidur dengan faki-laki hidiong belang untuk
mencan makan;
Bafnwa zaksl pada saal dipertemukan dangan kedua orang lelaki edung belang
disebuah ruko di Jalan Pancing Medan:
Bafwa pada saat itu terdalwa yang berbicara dengan kedua lelaki hidung balang
tersebut dan terdakwa lalu memyuruh saksi kenalan dengan |efakl tersebut lalu
saksi dibawa ke Hotel Red Daorz O Jalan Pancing Medan.
Bafwa pada saat dihotel terdakwa yvang membawa saksi ke hatel  samibil
menunggu lelak hidung belang;

Hedaman 7 oar 14
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Babwa terdakwa dijual dengan harga Rp. 250.000.- (bga raties kma pulub fibu
rupsai)

Balwa uang tersebut dipergunakan untuk makan;

Bafwa bendar untuk perbuatan pertama kal dilakukan d Bulan Desember 2020
saksi pemah dijual oleh terdakwa di Hotel Oyo dengan bayaran sebesar Rp.
350,000.- (tga ratus lima poluh rapiah) dan perbuatan kedua kalk diromah orang
dengan harga sebesar Rp, 350.000, (tga ratus lima puluh ribu ruplah);

Babhwa pekerjaan terdakwa sebagai calo angkot;

Bahwa saksi sudah ketiga kalimya dijual oleh terdakwa,

‘2. Saksi Ring, dibawah sumpah pada pokokmya manerangkan sebagai berikul |

- Batwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam
keadaan sehatl asmani dan rohani sera bersedia omuk diperiksa dan akan
meambenkan Kelerangan yang sebenarrya,

- Bahwa benar saksl tidak mengetahul batwa terdakwa memperkerjakan saksi
koeban Cindy Nalasyahals Cindy sebagal jasa seks;

- Bahwa benad saks melakukan pemesanan jasa soks kepada terdakwa untuk balaki
hadung belang;

- Bahwa benar lefakl hidung belang tersebut yang langsung berbicara kepada
terdalwa mengenai tanff dan menentukan lokas hoted yang akan digunakan unfuk
dilayani hasral seksnya,

- Balvwa benar terdakwa yang menerukan tanl kepada letaki hdung belang agar
anak terdalwa yang melayamn tamu untuk memenuhi hasrat seks tamu sebesar
Rp. 350.000.- (tiga raius rib rupiah);

Memsmbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebul diatas dibenarkan oleh
terdakwa;
Merimbang, batwa Terdakwa dipersidangan lelalh membaikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut

« Bahwa Terdakwa menerangkan sewakiu hadic dipersidangan dalam keadaan
sehat jasmanl dan roham, bersedia memberikan keterangan yang benar, mengert
sehahnya diperiksa sebagal Terdakwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 09
Januan 2021 sekira pukud 0100 wab, di sebuah Hotel Red Doorze di Jalan Dahlia
Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota Madar,

- Bahwa adapun kronologs penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa adaiah
berawal pada har Semn  tanggal 09 Januan 2021 sekwa pukul 01.00 wib,
terdakwa didatangl odeh leiaki hidung belang yang mencan jasa pelayanan seks,

Hedaman & darn 14
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kemudian terdakwa inengarabkan saksi Cindy MNatasyvah Als  Cindy  vang
merupakan anak kandung terdakwa untuk melayani nafsu felaki hidung belang,

- Bamwa erdakwa sudah 3 (bga) kall menual saksi korban kepada lelakl hidung
belang yang pertama of Hotel Ovo terdakwa mendapat bayvaran urtuk. mengual
saks: korban sebesar Rp. 500.000.- (ima ratus ribu rupah) dan yang kedua dl
Riuko terdatows mendapat bayaran menjual saksi korban sebesar Rp. 400,000,-
{empal ratus ribu rupiah) dan yang ketiga bayaran di Hotel Reddoorz terdakowa
mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (figa ratus ima pusub ribo rupiah);
Bahwa setiap saksi korban melayan seks hdung belang maka terdakwa selalu
menamani saksi korban;

- Bahwa terdakwa memperikergakan pekera seks sudah beralan selama 7 (tupih)
Tahumn;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan { ade

charge § dan juga tidak mengajukan ahli;

Memmbang, bahwa Pepuntut Umum mengajukan barang buki sebagai

bernkut

-Wang tunal sebesar Rp, 390.000,- (tga rates ima puuh ribu rupiahy;

Memmbang, bahwa dan keterangan saks - saksi dan keterangan Terdakwa

serta barang bukti vang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama

lainnya maka telah didapati fakta - fakta hukum yang pada pokodnya sebagai benkut:

= Bafwa pada hari Senin tangpgal 09 Januan 202E sekira pukul 0100 wily,
terdakwa Hanita Sarl Masution Als Nona didatangi oleh lelaki hidung belang yang
mencari jasa pelayanan seks;

Bafwa kemudian terdakwa mengarahkan saksi Cindy MNatasyah als Cindy
yang merupakan anak kandung terdakea untuk melayani nafsu elakd hidung
belang tersebut dimana lerdakwa memperkerjakan saksi Cindy Matasyah Als
Cindy sebagai pekerja seks sudah berjalan sefama 7 (ujuh) Tahin;

Bahwa terdakwa dan lelaki hideng belang tersebut sepakat tanf jasa
pelayanan seks yang dilakukan oeh saksi Cindy Natasyah Als Cindy adalah
sehesar Rp. 350.000,- (tga ratus ima puluh nbu rupah);

- Bahwa terdakwa dan saksi Cindy Natasyah Als Cindy bersama lelaka hidung
balang tersebul pergi menuju Hotel Red Doorze Jaian Dahiia Kelurahan Indra
Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan dan masuk kedalam salah satu
kamar hoted lalu lelak hidung belang menyerahkan vang sebesar Rp. 350.000,-
(figa ratus lima puluh rbu rupiah) sebaga upah pelayanan jasa seks kepada saksi
Cindy Matasyah Als Cindy yang diterima oleh terdakwa;

Hedaman & g 14
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= Bakrwa terdakwa keluar darl kamar hotel dan menungou saksi Cindy Natasyah
Als Cindy yang sedang melayanl nafsu felaki hidung belang di lobi hoiel
sedangkan saks Cindy Matasyah als Cindy berada didalam kamar metayani nafsu
sieke lelakl hdung befang tersebut;

- Babwa pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah Als Cingy
di lobe haotel, datang petugas kepohsian Polrestabes  Medan  (saksi Benm
Ardenal. SH, saksi Zelry Nadapdap, SH) yang mendapat informasi dar masyarakat
balvwa terdakwa memperkerakan saks Cindy Maiasyah Als Cindy  yang
merupakan anak terdakwa sebagal pelayan seks lefakl hidung belang lalu
malakukan perangkapan terhadap terdake;

- Bahwa kermudian petugas kepolisian Palrestabes Medan menemukan serla
memyila barang bukt uang sebesar Rp. 350.000,- (Hga ratus lma pubuh sbu
rupiah) dari terdakwa yang diakui oleh terdala adalah sang yang diterima
terdakwa dar l2laki hidung belany sebagai permbayaran tanf jasa pelayananseks
vang dilakukan saksi Cindy Natasyah Als Cintyiersebut;

- Eafwa petsgas kepalisian juga berhasil mengamankan saksl Cindy Matasyah
Als Cindy dimana saksl Cindy Natatyah Als Cindy mengakul barnwa saksl Cindy
Matasyah Als Cindy dipekerakan oleh terdakea sebaga pelayan seks nalsu
hadung belang,

- Bafwa kemudian terdakwa mengakui uang pembayaran jasa pelayanan seks
yang diterima oleh erdakwa dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuban hidup
terdalwa dan saksi Cincy Matasyah Als Cindy sehari-han. Selanjuinya terdakwa
dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusiutan lebih lanjut;

Menimbang, batvwa dar| fakia-fakia tersebut diatas apakah dengan demikian
perbuatan terdakwa  1elah memenuhl  wnsur-unsur sebagamana  didakwakan
kepadanya yaitu Alternatif Perama melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI Mo:21 Tahun
‘2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atayu Kedua Pasal 2 ayat (2) UU
Rl No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang atau Kebga
Pasal 10 UU R Mo.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Crang:

Memmbang, balhwa Jaksa Penuntul Umum menyusun dakwaan dafam bentuk
alternatd, oleh karena iu Mapelis memiliki kebebasan unfuk memilih salah satu
dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakowa,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakla yang ferungkap di persidangan Majelis
Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 2 ayat (1) UU R
Mo.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pudana Orang lebih mempunya
relevansi yang kual untuk dibuktican yang terkandung unsur- unsur sebagai baribout
1. Unsur Setiap Orang;
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2. Unsur wyang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengifiman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemaisuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang,
atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk fujuan
mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia;
Menimbarg, bahwa terhadap unswr-umsur  ersebut Majelis  Hakim

memperimbangkan sehagai berikut

Ad.l Unsur Setiap Orang
Memmbarg, babwea yvang dimaksud Setap Orang dalam_ halim adalah subjek

hukum  pelaku dan suatu tindak pidana dan ia dapal mempertanggung [@wabkan

perbuaianmya;

Memmbang, bahwa dipersidangan lelah dibadapkan Terdakwa Hamta San
Masutlon Als Mona yang mana dalam persidangan Terdakwa lelah membenrarkan
semua identitasnya seperti yang tercantum dafam swat dakwaan Fenontut Umom
dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh Magelis Hakmn dan Penumtut Umum dengamn baik, dan
dapal mengingat apa yang leradi, sehingga Terdakwa danggap cakap dan dapat
dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatanmya memenuhl semua
unsur dalam pasal ini;

Menimbang, hahwa berdasarkan uraian perimbangan tersebut diatas, maka
unsur ini telah tespenuhi,

Ad.Z Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penenmaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang, atau member bayaran atau manfaal walaupun memperoleh
persetujuan darl orang yang memegang kendall atas orang lain, untuk
tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik
indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yvang terungkap dipersidangan dan
keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa yang mensrangkan sebagai
ekt -

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januar 2021 sekira pulul 0100 wib, terdakwa

Hanita San Nasution Als Nona didatangl oleh lelaki hidung belang yang mencari
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[asa pelayanan seks, kemudian terdakbwa mengarahkan saksi Cindy Natasyah Als
Cindy yang mefupakan anak kandung terdalwa untuk melayani nalsu lelakl hidung
belang lersebut;

- Bahwa terdakwa memperkerjakan pekena seks sudah berjalan selama ¥ (tupih)
Tahun,

- Bahwa henar tarf jasa pelayanan seks yang dilakukan oleh saksi Cindy Natasyah
Als Cindy yang diterima oleh terdalowa adalah sebesar Rp. 350.000.- (liga ralus
lima pulub ribu roplah) di Hotel Red Doorze Jatan Dahlia Kelurahan Indra Kasih
Kaecamatan Medan Tembung Kota Medan,

- Balwa benar pada saat terdakwa sedang menunggu saksi Cindy Natasyah als
Cindy di lobl hotel, datang pefugas kepolisian Polrestabes Medan (saksi Benni
Ardnal, 5H, saksi Zefry Nadapdap.SH) vang mendapat informas! dan masyarakat
babwa ferdakwa memperkerjakan sakei Cindy Matasyah Als Cindy yang
merupakan anak terdakea sebagai pelayan seks lefaki hidung belang lalu
melakukan penanghkapan terhadap erdakwa;

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian bahwa terdakwa sudah
3 (nga) memantaatkan saksi korban untuk menjadi pekera seks melsyani natsu
hidung belang dimana yang pertama di Hotel Oyo terdalowa mendapat. bayasan
unfuk menjual saksi korban sebesar Rp, S00.000- (lima ratus ribu rupiah) dan
yang keduea di Ruko terdakwa mendapat bayaran menjual saksl korban sebesar
Rp. 400.000.- (ampal ratus ribu rugiah) dan yang ketiga bayaran o Hotel Reddoonz
terdakwa mendapal bavaran sebesar Rp. 3500000~ (tga ratus lma puluh by
rupiah);

- Bahwa uang hasll menpa! jasa seks terdalkwa dipergunakan oleh terdakwa unituk
iaya makan ferdakwa dan saksi korban sena keperuan hedup seharl-han
terdakwa dan saksi korban,

- Bahwa setiap saksi korban melayani seks kelalkd hdung belang maka terdakwa
setaku menemani saksi korban;

- Bahwa perbuatan terdakwa lelah mendapai perhaiian pihak kepolisian karena
telah memmbulkan  keresahan dalam masyarakal serta tidak  mencerminkan
perdaky searang Ibu yang memanfaatkan saksi korban sedaku anak untuk mencan
uang memenuhs kebutuian hdup terdakwa dan saksi korban dengan cara menjual
saksi korban kepada lelaki hedung belang sehingga pihak kepolisian melakukan
penyelidikan dan perangkapan terhadap terdakwa;

Memmbang batwa dengan demikian unsu ini telah terpenuhi;
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Menimbang babwa berdasarkan semua perimbangan tersebut diatas dengan
demikian dakwaan Alernabl Perfama melanggar Pazal 2 ayatl (1) UU Rl No.21 Tahun
2007 Tentang Pemberaniasan Tindak Pidana Perdagangan Crang telah terpenuhi;

Menimbang. bahwa dalam persidangan. Majelis Hakm bdak menemukan hat-
hal yang dapat menghapuskan pertangoungawaban pedana, bailk sebagal alasan
pembenar dan atau alasan pemaal, maka Terdakwa hares mampertanggung
jEeratikan perbuatanmya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
hiarus dinyatakan bersalah dan dijatubi pidana;

Menimbang, bahwa daiam perkara ind erthadap Terdakea telah dkenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan selurubnya dan pdana yang dijatuhkan;

Menimbang, babwa oleh karena Terdakwa ditehan dan penahanan terhadap
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka periu ditetapkan agar Terdakwa 1etap
berada dalam tahanan;

Menimbang, bafwa terhadap barang buktl berupa :

- Uang tunal sebasar Rp. 350,000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh kasena Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
dibsebani pula uniuk membayar biaya perkara;

henimbang, bafbwea untuk menjatubkan pidana terhadap Terdakwa, maka
peru  dipertimbangkan terlebih dahule keadaan vang memberatkan dan yang
merngankan Terdakwa,

Hal yang memberatkan:

- Batwwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak moral saksi korban yang merupakan
anak dari terdakwa:

- Bahwa perbustan terdakwa tidak mencerminkan perilaku seorang ibu yang
memanfaatkan saksi korban selaku anak urluk mencaf uang  memenubl
kebutuhan hidup terdakwa dan saksi korban;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dibukum;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persadangan
Bakwa Terdakwa mengakul perbuatan dan menyesali perbuatanmya
dipersidangan,
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Mengingat Pasal 2 ayat (1) UL RI No.21 Tahun 2007 Tertang Permberantasan
Tindak Pidana Orang dan Undang-undang Momar 8 Tahun 1981 tentang Hubum
Acara Pidana sera peratran perundang-undangan @in yang bersangkutan,

MENGADILI

1, Menyatakan Terdakwa HAMITA SARI NASUTION ALS NOMA tersebul diatas
lerbukti secara sah dan meyaknkan bersatah melakukan tindak pidana
“Perdagangan Orang”

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjasa
selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dea
puluh juta rupiah) dengan kelentuan apabila denda tersebut bdak dibayas,
diigantt dengan pidana kurngan selama 3 (Gga) bulan:

3. Menstapkan masa penangkapan dan perahanan vang tedah dijalam Terdakwa,
dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatubkan;

4, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan,

Menetapkan barang bukt berupa -

Uang tunai sebessr Rp. 350.000- (tga ratus lima pueluh dbu ropiah)
dirampas uniuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000.00 {lima ribu rupiah};

Demikianiah diputuskan dalam  sidang  permusyasaratan  Majelis  Hakim
Pengadilan Megen Medan, pada han Rabu 21 Jull 2021 oleh kami, HMumi
Rozalinda, SH. MH, sehagai Haldm Ketua, Donald Panggabean, SH, dan Mery Dona
Tiwr Pasanbu, SH MH, masing-masing sebagai Hakim Anggata, yang discapkan
dalam sidang terbuka uniuk wmum pada han iu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampenip para Hakem Anggota lersebut, dibantu odeh Resmiall Tarlgan, SH. MH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Megen Medan, serta dihadin oleh Chandra Prionc
Maibaho, SH. Penuntut Limum  dan Terdakwa melalui Teleconfrence..

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

Donald Panggabean, SH Hj. Murmi Rozahnda, SH., MH

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH,.MH

Panitera Penggant,
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Malekhah

NIM : 1802026078

Tepat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 16 Maret 1999

Jenis Kelamin . Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dsn. Kalitumpang Rt. 01/Rw.03, Ds. Trayu,

Kec. Sumowono, Kab. Semarang
No. Hp : 081514119584
Emall : malekhah2178@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal:

1) SDN Trayu 2005 -2011

2) MTs Nuril Huda Losari 2011 - 2014

3) MA AL-Bidayah Candi 2014 - 2017

4) UIN Walisongo Semarang 2018
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan
sebagai mana mestinya.

Semarang, 23 Juni 2022
Penulis

&?

Siti Malelkhah
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